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                          
                
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” 
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Nikah merupakan suatu akad yang dilakukan untuk menghalalkan 
wath’i/jima‟. Akad tersebut bisa dilakukan kapan saja , namun pada saat ihram 
akad nikah bagi pelaku ihram ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama‟ (Maliki, 
Syafi‟I , Hanbali) tidak memperbolehkan akad tersebut, dengan berdasarkan pada 
hadits yang diriwayatkan oleh Utsman ra. Berbeda dengan meraka, Hanafi 
memperbolehkan akad tersebut. Dalam skripsi ini, dipilih tokoh Syamsuddin as-
Sarakhsi yang merupakan ashabul Hanafiyah yang menonjol. Pendapat beliau 
yang membolehkan akad nikah bagi orang yang sedang ihram berdasarkan pada 
hadits Ibnu Abbas ra. 
 
Dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah dalam skripsi ini 
sebagai berikut: Bagaimana pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang 
pernikahan pada waktu ihram? Bagaimana istinbath hukum Imam Syamsuddin as-
Sarakhsi tentang pernikahan pada waktu ihram?. 
 
Metode penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metode 
penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Sumber data primer dalam 
penelitian ini adalah kitab al-Mabsuth karya Syamsuddin as-Sarakhsi, sedangkan 
sumber data sekunder adalah teori-teori yang berhubungan dengan pernikahan 
pada waktu ihram. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sedangkan 
analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. 
  
Temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pendapat as-
Sarakhsi dalam membolehkan pernikahan pada saat ihram dengan menggunakan 
hadits dari Ibnu Abbas tidak kuat, karena berlawanan dengan riwayat dari 
Maimunah sebagai pelaku pernikahan itu sendiri yaitu bahwasanya Nabi saw 
menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Kemudian daalam Istinbathnya 
Syamsuddin as-Sarakhsi juga menggunakan metode Qiyas, yaitu akad nikah 
disamakan dengan jual beli, sisi kesamaan (illat) nya adalah sama-sama akad. 
Hukum asalnya adalah akad jual beli bagi orang yang sedang ihram. Hukum 
far’inya adalah akad nikah bagi muhrim. Imam as-Sarakhsi lebih menekankan 
nikah pada akadnya, bukan ditekankan pada proses diperbolehkannya wath’i. 
Dengan illat sama-sama akad maka dihasilkan bahwa akad nikah boleh bagi orang 
yang sedang ihram, akan tetapi tidak boleh wath’i. Namun pendapat ini kurang 
kuat dikarenakan hadits yang memperbolehkan nikah pada waktu ihram hanya 
dari satu jalur sahabat yaitu Ibnu Abbas sedangkan hadits yang melarang nikah 
(nikah beliau dengan Maimunah dalam keadaan halal) berasal dari 3 jalur sahabat 
(Maimunah, Abu Rafi‟, Yazid bin al Asham). Selain itu Ibnu Abbas pada saat itu 
masih kecil belum sampai pada usia muda. Walaupun qiyas memenuhi rukun-
rukunnya akan tetapi tidak bisa digunakan, karena hadits yang dipakai as-Sarakhsi 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH  
Nikah dalam arti bahasa adalah 
1 ءطونا2 و ضناى  yang berarti 
berkumpul. Ulama’ berbeda pendapat tentang pengertian nikah dalam arti 
syara‟. Sebagian ulama’ ushul dan lughoh mengatakan bahwa nikah 
adalah wath’i dalam arti hakikat sebagaimana arti secara bahasanya. 
Pendapat yang kedua mengatakan bahwa nikah adalah akad dalam arti 
hakikat, dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa nikah adalah 
persekutuan antara akad dan wath‟i secara hakikat.3 
Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara 
seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan 
hak serta kewajiban antara kedunya. Dalam pengertian yang luas, 
pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan 
perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan 
yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at islam.4 
Islam sangat menganjurkan seseorang yang masih sendiri untuk 
melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan agar lebih terjaga dari 
                                                          
1
A.W.Munawwir, Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwwir Indonesia- Arab 
Terlengkap, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007, hlm. 475. 
2
 Ibid, hlm. 908. 
3
Abdurahman Al-Jaziri, Al-Fiqh „ala Madzahib Al-Arba‟ah, Juz 4, Beirut: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiah, 2003, hlm. 7. 
4
 Moh. Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap, Semarang: Toha Putra, 1978, hlm. 453. 
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perbuatan-perbuatan maksud terutama agar dapat mengelola syahwat 
dengan baik. Allah berfirman di dalam Al-Qur’an surat An-Nur Ayat 32: 
                      
                        
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah 
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”5  (QS. An-Nur: 32). 
 
Di dalam ayat tersebut menjelaskan agar para wali bersedia untuk 
menikahkan orang-orang yang sudah saatnya untuk menikah, baik orang 
itu adalah orang yang merdeka ataupun hamba sahaya. Anjuran nikah 
mempunyai manfaat yang besar terutama dalam kehidupan manusia. Di 
antara faidah tersebut adalah dapat lebih memejamkan mata dan lebih 
menjaga kemaluan. Rasulullah SAW bersabda: 
ٍع ٍتا دوعسي قال ,قال لوسر الله :اٌ زشعي باثشنا ٍي عاطتسا ىكُي 
جاثنا جوشتٍهف َّاف ضغا زصثًنا ٍصحاو جزفهن ٍيو ىن عطتسٌ ٍّهعف 




Artinya: ”Dari Ibnu Mas‟ud berkata, Rasulullah bersabda: Wahai 
pemuda, barang siapa di antara kamu mampu atas biaya nikah maka 
menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat lebih memejamkan mata 
dan menjaga farji, dan barang siapa tidak mampu maka baginya puasa 
karena dapat menjadi benteng.”  (HR. Bukhari-Muslim). 
 
                                                          
5
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan 
penyelenggara penterjemah Al-Qur’an, 1971, hlm. 354 
6
 KH. A. Abdul Hamid, Miftakhudda’wah wa Ta’lim (pedoman da’wah) Juz. 1, 
Kudus: Menara, 1977, hlm. 118. 
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Selain untuk tujuan-tujuan biologis sebagaimana yang disampaikan 
dalam hadits tersebut, pensyariatan nikah juga mempunyai hikmah-hikmah 
lain. Di antara hikmah tersebut adalah agar menimbulkan rasa kasih 
sayang di antara pasangan-pasangan tersebut sehingga dapat mencapai 
ketenangan. Hal ini disampaikan dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum Ayat 
21: 
                     
                   
      . 
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”7 (QS. Ar-
Ruum: 21). 
 
Allah SWT telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai 
jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah SWT 
merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan 
perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat 
dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturuna mereka. 
Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam 
dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, pasti tidak ada seorangpun 
manusia yang berpikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak 
                                                          
7
Departemen Agama RI, Op. Cit. 406. 
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akan pernah memiliki keinginan mencari pasangan wanita. Padahal dengan 
adanya pasangan, dia dapat hidup tenang di sisinya. 
Dalam agama Islam, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi 
syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus dalam buku 
Hukum Perkawinan Islam karangan Rahmar Hakim adalah bagian dari 
hakikat pernikahan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat 
nikah berlangsung, maka pernikahan dianggap batal.
8
 Adapun rukun-rukun 
nikah dijelaskan dalam KHI pasal 14, yaitu: 
 
1. Calon suami 
2. Calon istri 
3. Wali nikah 
4. Dua orang saksi dan; 
5. Ijab dan kabul.9 
Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah 
sebagai berikut. 
1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah 
a. Beragama islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 
                                                          
8
 Rahmar Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Satia, 2000, hlm. 
82. 
9
 Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm. 5. 
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2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah 
a. Beragama islam 
b. Perempuan 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat dimintai persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 
3. Syarat-syarat wali nikah 
a. Laki-laki 
b. Dewasa 
c. Mempunyai hak perwalian 
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.10 
Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah 
sebagai berikut: 
a) Bapak, nenek (bapak dari bapak) dan seterusnya sampai keatas. 
b) Saudara laki-laki sekandung (seibu, sebapak) 
c) Saudara laki-laki sebapak 
d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 
e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seterusnya kebawah 
f) Paman (saudara dari bapak) kandung 
g) Paman (saudara dari bapak) sebapak 
h) Anak laki-laki paman kandung 
i) Anak laki-laki dari paman sebapak seterusnya kebawah.11 
                                                          
10
 Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, 
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992) juz. 5. Hlm. 456. 
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4. Syarat-syarat saksi 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki  
c. Baligh 
d. Berakal  
e. Adil 
f. Tidak terganggu ingatan 
g. Mendengar (tidak tuli) 
h. Melihat (tidak buta) 
i. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu) 
j. Menjaga harga diri 
k. Mengerti ijab dan qabul 
l. Tidak merangkap menjadi wali.12 
Adapun syarat-syarat saksi dalam Kompilasi Hukum Islam 
dijelaskan pada pasal 25: “Yang dapat menjadi saksi dalam akad nikah 
ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu 
ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”.13  
5. Syarat-syarat ijab dan qabul. 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya penerimaan dari calon wali mempelai pria 
                                                                                                                                                               
11
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi‟i, 
Hanafi, Maliki,dan Hanbali, Jakarta: Hidakarya Agung, 1977, hlm. 55.  
12
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan...Op, Cit. Hlm. 55. 
13
 Kompilasi Hukum Islam, Op, Cit, hlm. 8. 
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c. Memakai kata-kata nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata nikah 
atau tazwij 
d. Antara ijab dan qabul bersambung 
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang haji/umrah. 
g. Majelis ijab dan qabul itu minimum harus dihadiri empat orang, 
yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai 




 Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan 
bahwa ternyata menikah itu terkadang hukumnya bisa menjadi sunnah 
(mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi 
sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. 
Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.
15
 
Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang 
menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. 
Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila telah 
berterus terang sebelumnya dan calon suami istri itu mengetahui dan 
menerima keadaannya. 
Selain itu masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan 
untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki 
yang berlainan agama. Menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), 
                                                          
14
 Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1998, hlm. 72. 
15
 Ahmad Sarwat, Fiqh Nikah, (Kampus Syariah:.t.t.2009), cet. ke- 1. Hlm. 16. 
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pernikahan wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa 
iddah, pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, dan pernikahan 
yang dilakukan ketika sedang ihram Haji dan Umrah. 
Dalam hal kedudukan hukum, orang yang menikah pada waktu 
ihram ini, fuqaha berselisih pendapat sebagian ulama membolehkan dan 
sebagian ulama lain melarangnya. Silang pendapat ini disebabkan oleh 
adanya bermacam-macam hadits yang berkenaan dengan masalah ini. 
Ulama Hanafiah, Syamsuddin as-Sarakhsi dalam kitabnya al-
Mabsuth mengatakan: 
سوجٌ وزحًهن ٌأ جوشتٌ ٌأو جوشٌ ّتٍنو.16  
 
 “Bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan melakukan nikah, 
menikahkan dan wali nikah wanita yang menjadi walinya.” 
 
Dalil yang menjadi pendirian beliau adalah hadits yang 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Sebagai berikut: 
ٍع ٍتا صاثع ٌا ًثُنا مص الله ٍّهع ىهسو جوشت وًٍي حَ و وْ وزحي 
كْواذ يور ٍع اعئحش.
17
 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. menikahi Maimunah ketika 
beliau sedang ihram, hadits tersebut juga diriwayatkan dari Aisyah ra. 
 
Sedangkan menurut jumhur ulama seperti Imam Syafi’i, Maliki, 
Ahmad adalah haram hukumnya untuk dilakukan, mereka berpandapat 
                                                          
16
 Abi Bakr Muhammad Syamsudddin al-Sarakhsi, Al Mabsuth, (Beirut: Dar al-
Fikr, t. th), Juz 3, hlm 174. 
17
 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari..Op, 
Cit. hlm. 452. 
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bahwa orang yang sedang ihram tidak boleh melakukan akad nikah. 
Apabila dia melakukannya maka nikahnya batal (tidak sah).
18
 
Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm berpendapat, bahwa orang 
yang sedang ihram itu tidak boleh nikah, dan tidak boleh menikahkan.
19
 
Adapun dalil yang dijadikan pendiriannya adalah hadits yang diriwayatkan 
dari Utsman ibn Affan ra. Sebagai berikut:  
ٍع ٌاًثع لاق ,لاق لوسر الله ىهص الله ٍّهع ىهسو :لا حكٌُ وزحًنا لاو 
حكٌُ.20  
Artinya:”Dari Utsman ibn Affan ra. Rasulullah saw. bersabda: orang 
yang sedang ihram dilarang menikahkan dan dinikahkan.” (HR. Muslim). 
 
Imam Malik dalam kitabnya al-Muwattha‟ mengungkapkan, 
sebagai berikut: 
قال ياكن :ٍع عفاَ ٌا اللهذثع ٍت زًع ٌاك لوقٌ حكٌُلا وزحًنا لاو 
ةطخٌ هعى ّسفَ لاو ِزٍغ.21  
Artinya: “Malik  berkata:  Dari  Nafi‟ bahwa  Abdullah  bin  Umar  
berkata: Seseorang yang sedang ihram tidak boleh menikah maupun 
melamar untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.” 
 
Berdasarkan perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum 
nikah pada waktu ihram, maka penulis mencoba mengangkat suatu kajian 
dari salah satu mazhab mengenai hukum nikah pada waktu ihram dalam 
bentuk skripsi, dan yang akan penulis angkat disini adalah pendapat Imam 
Syamsuddin as-Sarakhsi seorang ulama Hanafiyah, dimana hanya beliau 
                                                          
18
Abu Kamal Malik, Shahih Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) jilid. 
2.h.339. 
19
 Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, al-Umm, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiah, t.th., hlm.260. 
20
 Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 
t.th.,hlm. 590. 
21
 Imam Malik bin Anas, al-Muwattha‟,(Beirut: Dar al-Fikr.t.th),juz. 7. h. 345 
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saja yang memperbolehkan pernikahan yang dilakukan pada waktu ihram, 
untuk itu skripsi ini diberi judul “ANALISIS PENDAPAT IMAM 
SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG PERNIKAHAN 
ORANG YANG SEDANG IHRAM”. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Dengan memahami serta mempertimbangkan dasar pemikiran yang 
tertuang dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan 
masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang 
pernikahan pada waktu ihram? 
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang 
pernikahan pada waktu ihram? 
C. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI 
Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan 
tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk Mengetahui pendapat Imam as-Sarakhsi tentang Hukum 
pernikahan pada waktu ihram. 
2. Untuk Mengetahui istinbath hukum Imam as-Sarakhsi tentang 






D. TELAAH PUSTAKA 
Penelitian dengan judul “Analisis Pendapat Imam Syamsuddin as-
Sarakhsi tentang Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram” sejauh 
pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun, setelah melakukan 
beberapa penelusuran terhadap literatur-literatur dari dan berbagai karya 
ilmiah, ada beberapa penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan 
penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu adalah: 
Pertama, skripsi Puad dengan judul “Studi Analisis Pendapat Imam 
Syafi’i tentang Pernikahan Pada waktu Ihram”.22 Penelitian tersebut 
menjelaskan bahwa Imam Syafi’i berpendapat, seorang yang sedang ihram 
haram untuk menikah, menikahkan, atau mengkhitbah baik untuk dirinya 
sendiri ataupun untuk orang lain. Alasan Imam Syafi’i adalah karena yang 
demikian dilarang oleh Nabi SAW. pendapat tersebut disandarkan pada 
sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Penelitian ini 
menguatkan pendapat Imam Syafi’i dengan mengatakan bahwa dasar 
hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah dasar hukum yang kuat. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian Puad ini 
meneliti tentang pendapat yang melarang pernikahan seseorang yang 
sedang ihram, sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang 
diperbolehkannya pernikahan orang yang sedang ihram. 
Kedua, skripsi Fuad Amin dengan judul “Analisis Pendapat Ibnu 
Mas’ud al-Khasani tentang Keabsahan Haji Seseorang Yang Bersetubuh 
                                                          
22
 Puad, “Study Analisis Pendapat Imam Syafi‟i tentang Pernikahan pada Waktu 
Ihram”, Semarang, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2006. 
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Setelah Wukuf dalam Kitab Badai Ash Shona‟i Tartib-Syara‟i”.23 Di 
dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa seseorang dilarang untuk 
melakukan persetubuhan di dalam haji. Apabila dilakukan maka hajinya 
batal. Penelitian difokuskan kepada pendapat ulama Hanafiyah termasuk 
didalamnya adalah Imam Al-Khasani tentang bolehnya melakukan 
persetubuhan yang tidak menyebabkan batalnya ibadah haji, adalah 
apabila dilakukan setelah melakukan wukuf di Padang Arafah namun 
diwajibkan untuk membayar fidyah. Skripsi ini mempunyai kesamaan 
dengan skripsi penulis yaitu berhubungan dengan pernikahan yang 
dilakukan pada saat melakukan ibadah haji. Perbedaannya adalah, skripsi 
ini membahas tentang implikasi hukum yang dilakukan setelah wukuf 
menurut al-Khasani, sedangkan skripsi penulis membahas tentang hukum 
pernikahan yang dilakukan pada saat ihram menurut Syamsuddin as-
Sarakhsi. 
Skripsi-skripsi diatas mempunyai kesamaan dengan skripsi penulis, 
namun fokus masalah yang dibahas berbeda dengan skripsi penulis. Oleh 
karena itu penulis memandang permasalahan ini layak untuk di kaji. 
E. METODE PENELITIAN SKRIPSI 
Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan 
data.
24
 Menyusun skripsi pada dasarnya merupakan upaya penelitian yang 
menggunakan data ilmiah  yang diterapkan untuk menyelidiki masalah. 
                                                          
23
Fuad Amin, “Analisis Pendapat Ibnu Mas‟ud al-Khasani tentang Keabsahan 
Haji Seseorang yang Bersetubuh Setelah Wukuf dalam Kitab Badai Ash Shona‟ifi Tartib 
al-Syara‟i”, Semarang, Fakultas Syari’ah UIN walisongo, 2006. 
24
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan 
Praktek, Jakarta: rineka Cipta, 2002, hlm. 194. 
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Adapun penelitian yang penulis lakukan ialah studi pustaka dengan 
menggunakan data-data tertulis. Metode yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
1. Jenis Penelitian    
Penulisan penelitian ini didasarkan pada library research 
(penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai 
sumber data utama. Dengan mengadakan kajian terhadap data yang 
telah ada, penulis menggali teori-teori yang telah berkembang dalam 
bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta 
teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data, atau dalam 
menganalisis data yang pernah digunakan oleh peneliti-peneliti 
terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan 




2. Sumber Data 
Sumber data ada dua, yaitu: 
a. Sumber Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh dari data utama, 
yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber 
pertamanya.
26
 Sumber data primer yang dimaksud adalah kitab al-
Mabsuth karya Abi Bakr Muhammad Syamsuddin as-Sarakhsi. 
                                                          
25
 Muhammad  Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 
111-112. 
26
Tatang M. Amin, Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1995, hlm. 13. 
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b. Sumber Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang 
bukan asli.
27
 Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian 
ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan 
permasalahan pernikahan yang dilakukan pada saat ihram, baik dalam 
bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus 
untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan 
tingkat analisisnya.
28
 Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data 
dalam bentuk angka atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan 
atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik. 
Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 
(library research), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan 
sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya 
menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari buku-
buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan 
saat ihram. 
4. Metode Analisis Data 




 Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian,Terj. 
A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hlm. 42. 
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Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam 
metode ilmiah. Karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi 
arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 
penelitian.
29
 Setelah data-data tersebut terkumpul selanjutnya penulis 
susun secara sistematis dan dianalisis. Untuk dapat menghasilkan 
kesimpulan yang benar dan valid, maka metode analisa data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan 
analisis kualitatif,
30
 penulis mendeskripsikan pandangan Imam 
Syamsuddin as-Sarakhsi dengan analisis secara mendalam, sehingga 
diperoleh gambaran pemikiran Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang 
konsep nikah pada waktu ihram dengan jelas. Untuk memperoleh 
deskripsinya penulis juga mengkomparasikan pemikiran Imam 
Syamsuddin as-Sarakhsi tersebut dengan pendapat ulama yang lain 
yang menarik perhatian pada pelaksanaan nikah pada waktu ihram, 
sehingga mudah untuk mengkomposisikan pendapat Imam as-
Sarakhsi ini dalam khasanah pemikiran yang berkembang dalam dunia 
islam. 
Adapun langkah-langkah yang penulis gunakan adalah sebagai 
berikut: 
Pertama, penulis mencari pokok-pokok permasalahan dengan 
indikasi-indikasi dalam landasan berpijak. Langkah ini penulis ambil 
                                                          
29
 Muahammad Nazir, Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, 
hlm. 405. 
30
 Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis 
dengan logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat, Tatang 
m. Amirin, op. Cit., hlm, 91. 
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dengan cara mengkaji kitab-kitab, buku-buku karya imam-imam 
mujtahid melalui sebuah pembahasan deskriptif, sedangkan 
permasalahan yang berkaitan dengan pendapat Imam Sarakhsi tentang 
pernikahan pada waktu ihram akan penulis tuangkan dalam Bab III, 
sehingga pembahasannya tidak melalui deskriptif komparatif, akan 
tetapi melalui deskriptif objektif. 
Kedua, setelah data-data tersebut diatas dapat disajikan secara 
menyeluruh, maka penulis mencoba membahas dan menganalisa 
secara keseluruhan, sehingga pada titik final penulis menyimpulkan 
dengan memilih pendapat yang paling kuat dasar hukumnya dengan 
alasan-alasan yang melatatar belakanginya. 
 
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab 
membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. 
Antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan terkait 
erat. 
Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 
 
BAB I: 
   Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: Latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah 




   Merupakan tinjauan umum pernikahan dan ihram, yang 
meliputi: Pengertian nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun 
nikah, larangan nikah, pengertian ihram, dasar hukum ihram, 
macam-macam ihram, larangan dalam ihram, dan pendapat beberapa 
ulama tentang pernikahan orang yang sedang ihram. 
BAB III:  
Merupakan pendapat Imam as-Sarakhsi tentang pernikahan 
orang yang sedang ihram, meliputi: Biografi Syamsuddin as-
Sarakhsi, metode istinbath Syamsuddin as-Sarakhsi dalam 
menentukan suatu hukum, pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang 
pernikahan orang yang sedang ihram, dan metode istinbath hukum 
Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang 
ihram. 
BAB IV: 
Merupakan analisis pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang 
pernikahan orang yang sedang ihram, yang isinya meliputi: 
Analisisis pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan 
orang yang sedang ihram, analisis istinbath hukum Syamsuddin as-
Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang ihram. 
BAB V: 
   Merupakan penutup, yang meliputi: Kesimpulan, saran-
saran, dan yang terakhir penutup. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN IHRAM 
 
A. Tinjauan Umum Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai perkataan “nikah” dan 
perkataan “zawaaj”1, yang mendapatkan awalan per- dan akhiran –an 
menjadi pernikahan. Untuk memahami masalah pernikahan perlu kiranya 
penulis jelaskan lebih dahulu pengertian-pengertian pernikahan atau 
perkawinan, baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah 
(terminologi). 
a. Bahasa 
ذبكُنا خغن ىضنا ءطٕنأ2  
 
Artinya: Nikah menurut bahasa berkumpul dan bersetubuh. 
 
 
Sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Fiqh „ala-Madzahib al-
Arba‟ah karya Abdurahman al-Jaziri, bahwa kata “pernikahan” secara 
bahasa adalah ءطٕنا ىضنأ  yang artinya berkumpul atau bercampur. 
Seperti dikatakan: 
رُذسكب سبدشلأا ذهٌبًرارإ ىضَأ بٓضعث ىنا ضعث
3
 
                                                          
1
 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, jakarta: Bulan 
Bintang, 1974, hlm. 11. 
2





Artinya: terjadinya pernikahan antara pohon-pohon, bila pohon-pohon 
tersebut saling condong dan bercampur. 
 
Adapun pengertian pernikahan dalam bahasa arab disebutkan dengan 
ذبكُنا yang merupakan bentuk masdar dari kata – بزبكَا بزبكَ-  ركٌُ-  - ركَ  
yang mempunyai arti “mengawinkan”.4 
b. Istilah  
Pernikahan atau perkawinan itu mempunyai banyak definisi yang 
diberikan oleh para fuqaha dan sarjana Islam, menurut golongan 
Syafi‟iyah, nikah adalah: 
ذبكُنا َّأث ذقع ًٍضزٌ كهي ءطٔ ظفهث ذبكَا ٔا حٌٔزر ٔا بًُٓعي5  
 
Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan  watha dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna 
dengan keduanya. 
 
Menurut golongan Malikiyah, nikah adalah: 
ذبكُنا َّأث ذقع ىهع دشدي خعزي رزهزنا خٍيدأث شٍغ ةٕخٕي بٓزًٍق خٍُجث6  
 
Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum 
kebolehan  watha‟, bergembira dan menikmati diri wanita yang telah 
nikah dengannya. 
 
Menurut golongan Hanafiyah, nikah adalah: 
ذبكُنا َّأث ذقع ذٍفٌ كهي خعزًنا اذصق7  
                                                                                                                                                               
3
 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba‟ah, Juz. 4,(Beirut: 
Dar al-Fikr, 1969), hlm. 1. 
4
 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: yayasan penyelenggara 
penerjemah dan penafsiran al-Qur‟an, 1973), hlm. 467. 
5
Abdurrahman al-Jaziri,.Op. Cit, hlm. 2. 
6





Artinya: Nikah adalah akad yang memperbolehkan memiliki, bersenang-
senang dengan sengaja. 
 
Sedangkan para ulama Muta‟akhirin dalam mendefinisikan nikah 
telah memasukkan hak dan kewajiban antara suami istri, di antaranya 
adalah: Menurut Muhammad Rifa‟i, nikah adalah suatu akad yang 
menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang 
bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.
8
 
Sedangkan menurut Sudarsono, nikah adalah akad untuk menghalalkan 
hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara 
laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim.
9
 
Dari pengertian di atas, berarti pernikahan mengandung aspek 
akibat hukum, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan 
mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena 
pernikahan termasuk dalam pelaksanaan syariat Islam, maka di dalamnya 
terkandung maksud dan tujuan yang mengharap keridhaan Allah SWT. 
Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 sebagai 
berikut: 
“Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidhan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”10 
 
 
                                                          
8
 Mohamad  Rifa’i,  fiqh Islam Lengkap..Op, Cit, hlm. 453. 
9
 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam,Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 188. 
10
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika 
Pressindo, 1992,.hlm. 114. 
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2. Dasar Hukum Pernikahan 
Islam sangat menganjurkan seseorang yang masih sendiri untuk 
melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan agar lebih terjaga dari 
perbuatan-perbuatan maksud terutama agar dapat mengelola syahwat 
dengan baik. Allah berfirman di dalam Al-Qur‟an surat An-Nuur Ayat 32: 
                       
                         
 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah 
Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)11 
 
Ayat lain yang juga menunjukkan tentang anjuran nikah yaitu 
dalam surat yasin ayat 36, sebagai berikut: 
                      
          
 
Artinya: “Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36) 12 
 
Pernikahan mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan 
manusia, diantara manfaat tersebut adalah agar manusia dapat lebih 
                                                          
11
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan 
penyelenggara penterjemah Al-Qur‟an, 1971, hlm. 354. 
12
 Ibid. Hlm. 710. 
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memejamkan mata dan menjaga kemaluan. Sebagaimana sabda nabi 
SAW: 
ٍع ٍثا دٕعسي لبق ,لبق لٕسس الله :بٌ ششعي ةبجشنا ٍي عبطزسا ىكُي 
ءبجناح جٔززٍهف َّبف ضغا شصجهن ٍصزأ جشفهن ٍئ ىن عطزسٌ ٍّهعف 
وٕصنبث َّبف ّن ءبخٔ (قفزي ٍّهع).13 
 
Artinya: Ibnu Mas‟ud berkata, Rasulullah Sallahu „Alaihi Wasallam 
bersabda:  Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu mampu atas 
biaya nikah maka menikahlah karena sesungguhnya nikah dapat lebih 
memejamkan mata dan menjaga farji, dan barang siapa tidak mampu 
maka baginya puasa karena dapat menjadi benteng. (H.R. Bukhori 
Muslim). 
 
Dari deskripsi Al-Qur‟an dan Hadits diatas dapat disimpulkan 
bahwasanya agama Islam sangat menganjurkan seseorang yang telah 
cukup umur untuk segera menikah, sehingga dapat lebih menjaga dan 
mengarahkan nafsu ke jalan yang diridhai Allah SWT. 
3. Syarat dan Rukun Nikah 
Akad dalam pernikahan adalah salah satu diantara akad-akad yang 
mengikat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, oleh karena 
itu harus dipenuhi rukun-rukun beserta syarat-syaratnya sebagaimana 
akad-akad yang lain. 
Syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus 
ada dalam suatu perbuatan namun berada diluar perbuatan itu, sedangkan 
rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian perbuatan 
tersebut. Sebagian rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan 
nikah, dan oleh karenanya persyaratan mengacu pada rukun-rukun nikah 
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 KH. A. Abdul Hamid, Miftakhudda‟wah wa Ta‟lim (pedoman da‟wah), Juz. 1, 





 Dengan demikian pernikahan dianggap sah apabila syarat dan 
rukun nikah terpenuhi, karena keduanya saling terkait. Sebab ketika akad 




Dalam perkawinan Islam di Indonesia,syarat dan rukun perkawinan 
yang dimaksud tersirat dalam undang-undang Perkawinan dan KHI. 
Dalam kompilasi hukum Islam pasal 14, bahwa rukun perkawinan 
terdiri dari lima macam: 
1. Calon suami 
2. Calon istri 
3. Wali nikah 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab dan Qabul.16 
Adapun syarat-syarat dalam perkawinan yang harus dipenuhi adalah 
sebagi berikut: 
1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah 
a. Beragama islam 
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 
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 Rahmar hakim,.Op.Cit, hlm. 82. 
15
 Ibid  
16
 Abdurrahman ,.Op.Cit, hlm. 116. 
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2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah 
a. Beragama islam 
b. Perempuan 
c. Jelas orangnya 
d. Dapat dimintai persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 
3. Wali nikah 
Wali merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, demikian 
menurut madzhab Imam Malik, Syafi‟i, dan Abu Hanifah berpendapat, 
bahwa jika seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, maka 
hukumnya tidak sah (batal),
17
 sehungga dalam pernikahan diperlukan 
wali dari pihak perempuan (calon istri) yang dinilai mutlak keberadaan 
ijinnya oleh kebanyakan ulama‟. Sebagaimana Hadits Nabi SAW: 
ٍعٔ ًثا حدشث ٍث ًثأ ىسٕي ,ٍع ٍّثأ لبق :لبق لٕسس الله ىهص الله 
ٍّهع ىهسٔ (ذبكَلا َا   ً نٕث )ِأس ذًزأ خعثسلأأ ّسسصٔ ٍثا   ً ٌُذًنا 
  يزيش زنأ ٍثأ ٌب جز18. 
 
Artinya: “Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya 
Radliyallaahu „anhu bahwa Rasulullah Shalallaahu „Alaihi wa Sallam 
bersabda: “tidak sah nikah kecuali dengan wali”. (Riwayat Ahmad dan 
Imam Empat, Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Thirmidzi, dan 
Ibnu Hibban). 
 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi wali adalah sebagai berikut: 
1) Laki-laki 
2) Dewasa  
                                                          
17
 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi‟i, 
Hanafi, Maliki, Hanbali, Jakarta: Hidakarya Agung, 1997, hlm. 53. 
18
 Asshan‟ani, Subulussalam Sharhi Bulughul Muram,(Bandung: 
Diponegoro,t,th) Jilid: 2, Hlm. 117. 
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3) Mempunyai hak perwalian 
4) Tidak terdapat halangan hak perwaliannya.19 
4. Dua orang saksi 
Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut: 
1) Beragama islam 
2) Laki-laki 
3) Baligh  
4) Berakal 
5) Adil 
6) Mendengar (tidak tuli) 
7) Melihat (tidak buta) 
8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu) 
9) Tidak pelupa (mughaffal) 
10) Menjaga harga diri (menjaga muru‟ah) 
11) Mengerti ijab dan qabul 
12) Tidak merangkap menjadi wali.20 
5. Ijab dan qabul 
Rukun nikah yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang 
dimaksud ijab adalah keinginan dari pihak wanita untuk menjalin ikatan 
rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan qabul adalah 
                                                          
19
 Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari , 
(Beirut: Dar al-Kutub al_Ilmiah, 1992), hlm. 456. 
20
 Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai..., Op, Cit, hlm. 22. 
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Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan 
ijab qabul adalah sebagai berikut: 
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
2) Adanya penerimaan calon wali mempelai pria 
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah 
atau tazwij 
4) Antara ijab dan qabul bersambung 
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
6) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalan 
ihram haji/umrah 
7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, 
yaitu calon mempelai pria atau walinya, wali dari mempelai 
wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.
22
 
Selain beberapa persyaratan diatas, calon mempelai pun dalam 
hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu 
persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah 
menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami- istri), baik dari pihak 
perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan 
perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam 
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 M. Fauzhil Adhim, mencapai pernikahan barokah, Yogyakarta: Mitra 
Pustaka, 2002, hlm. 27. 
22
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1998, hlm. 72.. 
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melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan 
calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat 
diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon 
mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya 
sebelum dilakukan akad nikah.
23
 
4.  Larangan Nikah 
Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat 
yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih 
tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari 




Larangan   perkawinan mempunyai landasan dalam  artian sebagai 
dasar hukum, yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk 
mengatur mengenai perkawinan yang dilarang menurut hukum yang 
berlaku. Larangan perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu larangan 
abadi dan larangan dalam waktu tertentu.
25
 
Kedua larangan tersebut, yaitu larangan selama-lamanya terinci 
dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 
KHI.
26
 dipaparkan sebagai berikut: 
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Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: SinarGrafika, 
2006, hlm. 12-13. 
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a. Larangan perkawinan selama-lamanya 
Secara bahasa, al-mahram adalah yang haram, terlarang.
27
 
Sedangkan secara istilah, mahramat dalam pembahasan ini adalah wanita-
wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah ditetapkan 
oleh syara' di dalam Al-Qur'an.
28
 Ibnu Qudamah berpendapat bahwa 
mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena 
sebab nasab, persusuan, dan pernikahan.
29
 
Mahram nikah sepenuhnya juga diatur dalam UU perkawinan yang 
materinya mengikuti fiqh yang keseluruhannya bersumber dari Al-Qur‟an 
al-Karim.
30
 Yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).  
Mahram nikah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, 
perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu.
31
 Mahram dalam Undang-undang 
Nomor 1 tahun 1974 disebut sebagai pencegahan pernikahan yang terdapat 
dalam bab III Undang-undang tersebut. Sedangkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam mengistilahkan mahram sebagai larangan kawin yang 
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A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka 
Progessif, 1997, hlm. 257 
28
Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah untuk Wanita, (Jakarta: Al-
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 Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin 
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Haji, 2004), hlm. 14. 
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terdapat dalam bab VI Kompilasi Hukum Islam. 
Selanjutnya, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan 
bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan.
32
 Syarat-syarat tersebut 
yang ada hubungannya dengan permasalahan mahram dijelaskan dalam 
Pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan 
dilarang antara dua orang yang: 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun 
ke atas; 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya; 
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu atau 
bapak tiri; 
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara 
susuan dan bibi atau paman susuan; 
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari 
seorang; dan 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin. 
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Ibid, hlm. 19. 
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Larangan perkawinan bagi seorang pria dengan seorang wanita 
selama-lamanya atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria 
selama-lamanya mempuanyai beberapa sebab.
33
 Pasal 39 KHI 
mengungkapkan :” Di larang melangsungkan perkawinan antara seorang 
pria dengan seorang wanita disebabkan : 
a. Karena pertalian nasab: 
1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya 
2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu 
3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 
b. Karena pertalian kerabat semenda : 
1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 
istrinya. 
2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya 
3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, 
kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya 
itu qabla al dukhul. 
4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.34 
c. Karena pertalian sesusuan : 
1. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 
garis lurus keatas 
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Ibid. hlm. 31. 
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2. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 
lurus kebawah 
3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan 
sesusuan kebawah 
4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan 
keatas 
5. Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.35 
 
Allah SWT telah menjelaskan dasar hukum larangan perkawinan 
selama-lamanya (abadi) pada pasal 39 KHI tersebut dalam Al-Qur‟an, 
yaitu dalam Surat an-Nisa Ayat 22-23:  
                         
                   
                      
                     
                         
                   
                         
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                       
        
 
Artinya: “22.Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 
dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 
Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-
buruk jalan (yang ditempuh). 
23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang peremuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 
(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu 
itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; 
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.”36 
 
Pasal 39 kompilasi pada angka 1 mendahulukan mahram nasab, 
yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah yang referensinya 
adalah surah An-nisa‟ ayat 23, yang juga sekalius menjadi dasar adanya 
mahram karena pertalian sesusuan, yang di atur pada angka 3. Sementara 
angka 2 mahram karena kerabat semenda (musaharah) atau perkawinan, di 
dasarkan pada ayat 22 surah an-Nisa‟. Pengutipan ayat-ayat di atas semata-
mata dimaksud agar berurutan. Sementara kompilasi juga bermaksud 
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b. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu 
Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria 
dengan seorang wanita, diungkapkan secara rinci dalam pasal 40-44 
KHI. 
1. Pasal 40 KHI  
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 
seorang wanita karena keadaan tertentu : 
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu 
perkawinan dengan pria lain  
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan 
pria lain 
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam. 
Ketentuan diatas sebagaimana firman Allah SWT dalam 
Surat an-Nisa ayat 24, sebagai berikut: 
                    
         
Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita 
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah 
SWT telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas 
kamu...”38 
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2. Pasal 41 KHI 
(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita 
yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan 
dengan istrinya 
a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya 
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya 
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-
istrinya telah ditalak raj‟i, tetapi masih dalam masa iddah.39 
3. Pasal 42 KHI 
Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang wanita apa bila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) 
orang istri yang keempat-empatnya masih terikat dalam 
perkawinan atau masih dalam iddah raj‟i ataupun salah seorang 
diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya 
dalam masa iddah talak raj‟i.40 
4. Pasal 43 KHI  
1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 
dengan: 
a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga 
kali; 
b. Dengan seorang bekas istrinya yang dili‟an. 
                                                          
39
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,..Op,Cit,  hlm. 31-32. 
40
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi...Op,Cit. Hlm. 137. 
35 
 
2) Larangan tersebut pada Ayat (1) huruf a gugur kalau bekas 
istrinya ditelah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan 
tersebut putus ba‟da dukhul dan habis masa iddahnya.41 
5. Pasal 44 KHI 
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan 
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.Selain larangan 
perkawinan dalam waktu tertentu yang disebutkan KHI dimaksud, 
perlu juga diungkapkan mengenai larangan perkawinan yang 





Larangan perkawinan dalam waktu tertentu (sementara)
43
 pasal 42-
43 tertera sebagaimana tertera dalam Surat al-BaqarahAyat 228: 
                          
                           
                         
                          
    
 
Artinya: “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru']. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa 
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yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 
menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para 
wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 
cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.”44 
 
Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir surat al-Baqarah ayat 228, 
sebagai berikut: 
“Itu adalah perintah dari Allah SWT kepada para istri yang ditalak –yang 
telah disetubuhi dari kalangan wanita yang aktif haidhnya, agar mereka 
menahan diri (menunggu) tiga kali quru‟ (waktu-waktu suci). Yaitu agar 
salah satu mereka berdiam diri setelah ditalak suaminya selama tiga kali 
quru‟, lalu dia boleh menikah lagi setelah itu jika dia mau. Para imam 
yang empat (yaitu Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi‟i, dan Ahmad bin 
Hanbal Rahimahumullah) telah mengecualikan seorang budak wanita dari 
keumuman ayat tersebut jika dia ditalak, karena menurut mereka budak 
wanita itu hanya ber‟iddah selama dua kali quru‟, karena dia setengah dari 
wanita merdeka. Sedangkan quru‟ itu sendiri tidak dapat dibagi-bagi 
sehingga disempurnakan menjadi dua quru‟ baginya. Demikianlah yang 
diriwayatkan dari Umar bin Al-Khatab Radhiyallahu Anhu. Mereka 
berkata, “tidak diketahui adanya perselisihan pendapat di antara para 
sahabat Radhiyallahu Anhum”. Sebagian kaum salaf berkata, “Bahkan 
iddah budak wanita sama seperti iddah wanita merdeka, karena keumuman 
ayat tersebut dan karena perkara itu bersifat fitrah, sehingga wanita 
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merdeka dan budak wanita dalam hal itu adalah sama”. Pendapat tersebut 
diriwayatkan oleh Asy-Syaikh Abu Umar bin Abdil Barr Rahimahullah, 
dari Muhammad bin Sirin dan sebagian ahli zhahir; dan dia 
mendha‟ifkannya.”45   
 Jadi berdasarkan ayat tersebut, iddah merupakan sebab 
diharamkannya/dilarangnya pernikahan selama masa itu. 
B. Tinjauan Umum Tentang Ihram 
1. Pengertian Ihram 
Ihram menurut bahasa (etimologi) berarti: 1) suci; dalam keadaan 
bersuci diri (pada waktu melakukan ibadah haji dan umrah di Makah); 2) 
(pakaian) pakaian yang digunakan dalam melakukan ibadah haji dan 
umrah berupa dua helai kain putih (tidak berjahit) yang satu untuk saring 
dan yang lain untuk selendang (untuk laki-laki) serta sarung dan pakaian 
putih bias dengan bagian muka dan telapak tangan terbuka (untuk 
perempuan).
46
 Sedangkan menurut istilah (terminologi) fiqih, ihram 
berarti niat melakukan ibadah haji dan umrah.
47
 
Hakikat ihram adalah masuk kedalam keharaman. Maksud disini 
niat memasuki ibadah haji atau umrah atau masuk kedalam keharaman 
yang khusus. Jika ihram telah sempurna, orang tidak boleh 
meninggalkannya selain untuk amalan haji (umrah) yang diniatinya. Jika 
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dirusaknya ia wajib qadla. Bila ia tak sempat wukuf diarafah, 
sempurnakanlah dengan umrah. Dan bila ia terhalang untuk 
menyempurnakannya, sembelihlah hewan kurban dan mengqadlanya.
48
  
2. Dasar Hukum Ihram 
Nash al-Qur‟am yang berkaitan dengan ihram adalah surat al-Baqarah 
ayat 196, sebagai berikut: 
          
Artinya: “...Dan sempurnakanlah ibadah Haji dan Umrah karena 
Allah...” (QS. al-Baqarah: 196).49 
 
 Penyempurnaan Haji dan Umrah adalah dengan melakukan Ihram 
yaitu dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan Ihram yang telah diatur 
oleh Syari‟at dengan semaksimal mungkin.  
Disamping ayat al-Qur‟an tersebut diatas, juga terdapat hadits Nabi 
saw.  Yang memuat anjuran atau perintah untuk melaksanakan Ihram, 
yaitu: 
ٍع خشئبع ًضس   الله بُٓع ذنبق :بُخشخ عي   ً ج ُنا مص الله ٍّهع ىهسٔ 
وبع خدز عادٕنا بًُف ٍي مْا حشًعث بُئ ٍي مْا حسث حشًعٔ بُئ ٍي 
ْام حسنبث مْأ لٕسس الله ىهص الله ٍّهع ىهسٔ حسنبث بيبف ٍي مْا 
حسنبث ٔأ عًخ حسنا حشًعنأ ىهف إهسٌ ىزز ٌبك وٌٕ شسُنا - ِأس 
يسبخجنا.50 
 
Artinya: “Aisyah Radhiyallaahu „Anha berkata: kami keluar bersama 
Rasulullah Shalallahu “alaihi wa sallam pada tahun haji wada‟. 
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Diantara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram 
untuk haji dan umrah, dan ada yang berihram untuk haji. Sedang 
Rasulullah Shalallahu „Alaihi wa Sallam berihram untuk haji. Bagi yang 
berihram untuk umrah, ia boleh menanggalkan ihramnya (tahallul) 
sewaktu datang (ke kota mekkah). Adapun bagi yang berihram untuk haji 
atau menggabungkan haji dan umrah, ia tidak boleh menanggalkan 
ihramnya sampai pada hari raya kurban.” (H. R. Bukhori). 
 
3. Macam-macam Ihram 
Ada tiga macam ihram, di mana para ulama telah sepakat 
membolehkan untuk mengerjakan salah satu di antaranya, yaitu qiran,  
tamattu‟ dan ifrad.  
a. Qiran 
Qiran adalah mengerjakan amalan ihram di miqat untuk haji dan umrah 
secara bersamaan.
51
 Menurut madzhab hanafi ihram yang dilakukan 
dengan cara ini lebih afdhal dikarenakan dengan cara Qiran ini ihram 




b. Tamattu‟  
Tamattu‟ adalah melakukan umrah pada bulan haji. Kemudian 
mengerjakan haji pada tahun yang bersamaan. Disebut dengan tamattu‟, 
karena memanfaatkan waktu untuk melaksanakan dua manasik pada 
bulan haji dalam satu tahun tanpa harus kembali ke negeri asal. Menurut 
                                                          
51
 Yaikh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami‟ fi Fiqhi an-Nisa‟,terj. Abdul 
Ghofur, Fiqih Wanita (Edisi Lengkap), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, hlm. 319. 
52
 Wahbah az-Zuhaili , Fiqih Islam wa Adhillatuhu, Depok: Gema Insani, 2011, 
jilid 3, hlm. 477. 
40 
 
madzhab hambali pelaksanaan ihram dengan cara ini lebih afdhal 
dikarenakan nabi dahulu mengerjakannya pada waktu haji wada‟.53  
c. Ifrad 
Ifrad adalah mengerjakan ihram hanya untuk haji saja dari miqat.
54
 
Menurut mazhab syafi‟i dan maliki pelaksanaan ihram dengan cara ini 
lebih afdhal. 
4. Larangan Dalam Ihram 
Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh sesoerang yang 
sedang dalam keadaan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji. Hal 
ini terkait degan 10 persoalan pokok, yaitu:  
a. Memakai pakaian yang berjahit menyarung, yakni yang melingkupi 
seluruh tubuh.  
b. Menutup kepala, kecuali karena udzur atau juga menutupi sebagian 
kepala.  
c. Menyirisr rambut dengan alat apapun.  
d.  Mencukur atau mencabut rambut, kecuali bila terpaksa benar.  
e.  Memotong kuku.  
f.  Memakai wangi-wangian.  
g.  Membunuh binatang buruan yang halal di mana.  
h. Akad nikah, baik itu dilakukan oleh orang yang sedang ihram untuk 
dirinya sendiri ataupun untuk orang lain dengan mewakilkan kepada 
seseorang.  
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i.  Bersetubuh dalam bentuk dan macam apapuin yang berbeda-beda.  
j. Bersentuh-sentuhan dengan syahwat, yang tidak setingkat dengan 
persetubuhan, seperti menyentuh, mencium dan lain-lain.
55
 
C. Pendapat Beberapa Ulama tentang Pernikahan yang dilakukan Pada 
Waktu Ihram 
Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis 
manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW 
pernikahan ditradisikan menjadi sunah beliau.
56
 Oleh karena itu, 
pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka perlu diatur 
dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya pernikahan 
dapat tercapai. Di antara rukun nikah tersebut adalah, adanya calon kedua 
mempelai, adanya saksi, adanya wali dan adanya ijab qabul, dan syarat 
ijab qabul tersebut tidak dalam sedang dalam keadaan ihram haji/umrah. 
Sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa dalam 
permasalahannya hukum akad nikah (nikah) sewaktu ihram ini para 
ulama fiqih berselisih pendapat, ada yang tidak membolehkan dan ada 
yang membolehkannya. Beda pendapat ini disebabkan oleh terdapatnya  
bermacam-macam hadits yang berkenaan dengan pernikahan pada waktu 
ihram tersebut. Bagi ulama yang tidak membolehkan melangsungkan 
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nikah, menikahkan maupun meminang adalah berdasarkan hadits 
Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan r.a, 
sedangkan bagi ulama yang membolehkan melangsungkan nikah, 
menikahkan maupun menjadi wali adalah berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. 
Mazhab Hanafi pada dasarnya membolehkan pernikahan pada 
waktu ihram, sebagaimana mereka mengatakan pernikahan yang 
dilakukan ketika sedang Ihram adalah di bolehkan atau sah. 
Dan dalil mereka berpendapat demikian adalah berdasarkan hadits 
Rasulullah SAW : 
ٍع ٍثا سب جع ًضس الله بًُٓع :  ٌ أ   ً ج ُنا ى هص الله ٍّهع ى هسٔ ج  ٔ زر 
ًٍٕي خَ ْٕٔ وشسي.57 
 
Artinya : “Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.” 
 
Namun pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat jumhur 
ulama, dan Mazhab-mazhab lainnya, diantaranya imam As-Syafi‟i 
menyebutkan dalam kitabnya Al-Umm : 
لبق ىعفبشنا ًّزس الله :بَشجخا كنبي ٍع عفبَ ٍع ٍّجَ ٍث تْٔ ىخا ٍثا 
ذجع ساذنا ِشجخا :ٌا شًع ٍث اللهذٍجع مسسا ىنا ٌبثا زئيٌٕ شٍيا حسنا 
ْٔبً ٌبيشسي :ًَا ذق ددسا ٌا ركَا خسهط ٍث شًع ذُث خجٍش ٍث شٍجخ ’
ددسأ ٌا شضسر شكَبف كنر ٌبثا لبقٔ :ذعًس ٌبًثع ٍث ٌبفع لٕقٌ :
لبق لٕسس   الله ىهص   الله ٍّهع ىهسٔ ركٌُلا وشسًنا ركٌُلأ.58 
 
                                                          
57
 Muhammad Fu‟ad „Abdul Baqi, Muatiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim, 
Sukoharjo: Darul Hadits Qahirah, 2014. Cet. 1. Hlm. 392. 
58
 Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 
t. th), Juz 5, hlm. 260. 
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Artinya: “Asy-Syafi‟i rahimahullah berkata: Malik memberitakan 
kepada kami dari Nafi‟ dari Nabih bin Wahab saudara Bani Abdiddar, ia 
memberitakan kepadanya bahwa Umar bin Ubaidillah mengirimkan 
utusan kepada Aban bin Utsman dan Aban itu sebagai Amirul Haj kedua 
orang itu sedang ihram sesungguhnya saya ingin menikahkan Thalhah 
bin Umar binti Zaibah bin Jabiir dengan anak perempuan itu. Aban 
mengingkari hal itu dan berkata: “Saya mendengar Utsman bin Affan 
berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang ihram itu tidak boleh 
menikah dan tidak boleh menikahkan.” 
 
Lebih lanjut dalam halaman yang sama Imam Syafi‟i 
mengungkapkan bahwa, seorang yang ihram selain tidak boleh menikah 
dan menikahkan juga tidak boleh untuk mengkhitbah (meminang) 
sebagaimana dalam kitabnya, beliau mengungkapkan sebagai berikut : 
لبق ىعفبشنا ًّزس الله :بَشجخا كنبي ٍع عفبَ ٌا ٍثا شًع ٌبك لٕقٌ :
ركٌُلا وشسًنا ركٌُلأ تطخٌلأ ىهع ّسفَ ِشٍغلأ.59  
 
Artinya: “Asy-Syafi‟i berkata: Malik memberitakan kepada kami dari 
Nafi bahwa Ibnu Umar berkata; “Orang yang berihram tidak nikah, 
tidak menikahkan, tidak meminang untuk dirinya dan tidak pula untuk 
orang lain”. 
 
Lebih lanjut dalam kitab “Mukhtashar al-Muzani” beliau 
mengungkapkan sebagai berikut: 
لبق ىعفبشنا  :لأ ركٌُ وشسًنا لأ ركٌُ ٌلا ًجُنا ىهص الله ٍّهع ىهسٔ 
ىَٓ ٍع كنر لبقٔ ٌإف ركَ ٔأ ركَأ ذبكُنبف سبفد.60  
 
Artinya: “Asy-Syafi‟i berkata: Seorang muhrim tidak boleh menikah dan 
tidak menikahkan karena sesungguhnya Nabi SAW melarang dari hal itu. 
Dan beliau berkata: Jika menikah atau menikahkan maka pernikahan 
tersebut menjadi rusak (fasid).” 
 
Pendapat Imam Syafi‟i di atas, juga didukung oleh penganut 
Mazhabnya Imam Nawawi, yang memaparkan bahwa sesungguhnya 
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 Ibid  
60
 Muhammad bin Idris Asy-Syafi‟i, Mukhtasar al-Muzani, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, t. th), hlm. 75. 
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larangan nikah dan menikahkan ketika Ihram adalah larangan haram. 
Sekalipun nikah itu dilangsungkan juga, akadnya tersebut tidak sah 
(batal) baik yang Ihram itu hanya si suami saja atau si istri saja.
61
 
Dan didalam kitab al-Fiqh al- Islam wa Adillatuhu yang ditulis 
oleh Wahbah Al- Zuhaili dipaparkan bahwa orang yang sedang Ihram 
tidak boleh menikah meskipun dengan perantara wakil yang tidak sedang 
Ihram, juga tidak boleh menikahkan dengan status sebagai wali maupun 
wakil, dan jika dia melakukannya maka pernikahan tersebut bathil (tidak 
sah). Juga, karena ihram mengharamkan wewangian, maka ia pun 
mengharamkan pernikahan, jika orang yang sedang ihram menikah 




Imam Malik memaparkan dalam kitab al-Muwattha‟, sebagai 
berikut: 
لبق كنبي :ٍع عفبَ ٌا اللهذجع ٍث شًع ٌبك لٕقٌ ركٌُلا وشسًنا 
تطخٌلأ ىهع ّسفَ ِشٍغلأ.63  
 
Artinya:“Malik berkata: Dari Nafi‟ bahwa Abdullah bin Umar berkata: 
Seseorang yang sedang ihram tidak boleh menikah maupun melamar 
untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.” 
 
Selanjutnya didalam kitab al-Muwattha‟ juga ada disebutkan : ia 
menceritakan kepadaku dari malik, sesungguhnya seorang 
menyampaikan kepadanya bahwa sa‟id bin al-Musayyab salim bin 
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 Maftuh Ahnan, Buku Fiqih Wanita, (Surabaya: Terbit Terang, t.th). hlm. 239. 
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 Wahbah al Zuhaily, al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, (Jakarta :Gema Insani, 
2011) hlm. 568. 
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Abdullah bin yasar ditanya tentang nikahnya orang yang sedang ihram, 
maka mereka menjawab “orang yang sedang ihram tidak boleh menikah 
dan tidak boleh dinikahkan”.64 
Demikian beberapa pendapat ulama tentang pernikahan orang yang 
sedang ihram. 
 
                                                          
64
 Imam Malik, Al-muwattha‟, alih bahasa:Nur Alim, Asef Saifullah, Rahma 
Hidayatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) jilid, 1. h. 116. 
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BAB III 
PANDANGAN IMAM SYAMSUDDIN AS-SARAKHSI TENTANG 
PERNIKAHAN ORANG YANG SEDANG IHRAM 
A. Biografi Syamsuddin as-Sarakhsi 
Dalam kajian ushul al-fiqh nama Abu Bakr Muhammad bin Ahmad 
bin Abi Sahl al-Sarakhsi adalah nama yang tidak asing lagi. Ia termasuk 
salah satu ulama cerdas yang berdiri di garda terdepan madzhab Hanafi. 
Kedigdayaan intelektual dan kezuhudan yang luar biasa telah 
menempatkan dirinya sebagai al-Imam al-Ajall az-Zahid Syam al-
A`immah (Sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari Para Imam).
1
 
Syamsuddin as-Sarakhsi lahir di sarakh (sarkhas) daerah kurasan (Iran 
timur laut), belum dijelaskan secara pasti mengenai waktu kelahiran 
Syamsuddin as-Sarakhsi. . Beliau meninggal dunia pada tahun 483 H.
2
 
Sama dengan tokoh lain sezamannya, Ia tidak hanya ahli dalam 
bidang hukum Islam semata, tetapi juga menguasai beberapa disiplin ilmu 
lain terutama bidang teologi dan hadits. Semua bidang ini, tentunya sangat 
menunjang kepahaman dan penguasaannya dalam bidang hukum. Dalam 
perjalanan intelektualnya diakui lebih dikenal sebagai ahli dalam bidang 
hukum dibandingkan dengan bidang yang lain. Hal itu sangat 
dimungkinkan karena ia secara nyata terlibat secara terbuka baik secara 
                                                          
1http://www.pondokpesantren.net/ponpren/index.php?option=com_
content&task=view&id=270. Rabu, 03-06-2015. jam 14:57. 
2
 Abdullah Mustopa al-Maraghi, Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, 
Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 162. 
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lisan maupun tulisan dalam pembelaannya terhadap mazhabnya yang 
tentunya mengambil porsi lebih besar dalam persoalan-persoalan 
ijtihadiyah. Di samping itu, beberapa karya yang ditinggalkannya lebih 
dominan bernuasa kefiqihan dengan corak aliran Hanafiyah ketimbang 
disiplin ilmu lain. Hal itu dapat dimaklumi karena ia termasuk imam 
dalam fiqh Hanafi. Oleh karena kontribusinya yang sangat besar dalam 
meletakan pondasi dari corak pemikiran hukum Islam khususnya 
Hanafiyah, sejarawan hukum Islam memposisikannya berada pada deretan 




Syamsuddin as-Sarakhsi juga menulis sejumlah karyanya ketika 
didalam penjara. Hanya karena beliau mengkritik Raja, beliau 
dipenjarakan cukup lama. Setelah bebas beliau pergi ke Farghana, 





Pada masa remaja ia belajar ilmu fiqih pada Abdul al-Aziz al-
Halwani, proses studi pada al-Halwani menjadi pondasi yang 
mempengaruhi perjalanan hidup dan pengembaraan intelektualnya. 
Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Hanafi, yang 
didirikan oleh imam Muhammad al-Syaibani sampai ia berhasil dan 
                                                          
3
 http://ushuluddin.iainimambonjol.ac.id/berita.php?p=120.kamis, 26 -11-2014,  
jam 13:17. 
4
 Abdullah Mustofa al-Maraghi, Op, Cit, hlm. 162. 
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menjadi orang besar, bahkan menjadi tokoh terkemuka madzhab Hanafi. 
Keahliannya bukan hanya dalam fiqh, melainkan juga dalam ilmu kalam 
dan hadits. Ibnu Kamal Pasya memasukkannya sebagai mujtahid fi al 
masail. Sebagian muridnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-
Husairi, Abu Amr Usman bin Ali bin Muhammad al-Bikindi dan Abu 
Hafs Umar bin Hubaib, kakek pengarang kitab al-Hidayah.
5
 
b. Karya-karya Syamsuddin as-Sarkhasi 
Dalam kajian ushul fiqh Syamsuddin as-Sarakhsi muncul sebagai 
tokoh yang ikut membangun dan meletakan bangunan teori hukum yang 
progresif dizamannya. Pemikiran teori ushul fiqhnya menjadi representatif 
dari aliran Hanafiyah dan menjadi referensi utama dari aliran ini.
6
 
Karyanya ini selain referensi utama dalam mazhab Hanafi, juga 
merupakan kitab standar yang dijadikan objek kajian oleh berbagai 




Karya-karya Imam Syamsuddin as-Sarakhsi yang sampai kepada 
kita antara lain: 
1. Kitab al-Mabsuth 
Kitab al-Mabsuth merupakan buku fiqh yang terdiri dari 16 jilid 
30 Juz, dengan rincian 15 jilid adalah materi dan 1 jilid sebagai 
                                                          
5
 Syamsuddin Abu Bakr Muhammad  as-Sarakhsi, al-Mabsuth, Beirut: Da al-
Kutub al-Ilmiah, t. th, hlm. 33. 
6
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 
1996, jilid 5, hlm. 271. 
7




indeks. Kitab ini mengupas berbagai hal secara mendalam dan tuntas 
dengan corak pemikiran Hanafiyyah. Dari aspek sistematika, al-
Mabsuth tidak dimulai dengan kajian kebersihan (thaharah) 
sebagaimana dalam tradisi penulisan kitab-kitab fiqh lainnya. Kitab 
ini dimulai dari kajian pertamanya langsung berkaitan dengan shalat 
karena dalam pandangannya shalat merupakan dasar yang paling 




Kitab ini merupakan kitab induk dalam Mazhab Hanafi dalam 
bidang hukum. Kehadirannya sangat fenomenal karena ditulis pada 
saat berada di penjara dengan cara didiktekan oleh as-Sarakhsi kepada 
murid-muridnya. Perbedaannya dengan gaya penulisan buku-buku 
ilmiah kontemporer, dalam al-Mabsuth tidak mencantumkan rujukan 
dan catatan kepustakaan. Hal itu dapat dimaklumi karena faktor 
kelaziman dan kultur dalam penulisan seperti yang dimaksudkan itu 
belumlah menjadi sebuah tuntutan seperti adanya sekarang. Tambah 
lagi dengan kondisi dipenjara yang secara fisik dan psikologis tentu 
berada dalam keterbatasan, kungkungan dan tekanan sehingga tidak 
memungkinkan menghadirkan banyak referensi. 
 
 
                                                          
8
 Abi Bakr Muhammad Syamsuddin al-Sarakhsi, al-Mabsuth, ..Op, Cit, hlm. 4. 
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2. Kitab al-Sai‟r al-Kabir, ulasan kitab karangan Muhammad bin 
Hasan, 
3. Kitab Mukhtasar al-Thahawi, ulasan kitab karangan Muhammad 
bin Hasan 
4. Kitab ushul fiqh yang dikenal dengan Ushul al-Sarakhsi. 
 
B. Metode Istinbath Yang Digunakan Syamsuddin as-Sarakhsi Dalam 
Menetapkan Suatu Hukum  
Sebelum memaparkan mengenai metode istinbath Syamsuddin as-
Sarakhsi, terlebih dahulu perlu kita ketahui dari mana saja sumber-sumber 
hukum islam itu. Secara bahasa, kata “istinbath” berasal dari kata 
istanbatha – yastanbithu - istinbathan yang berarti menciptakan, 
mengeluarkan, mengungkapkan, atau menarik kesimpulan. 
Dengan demikian, istinbath hukum adalah suatu cara yang 
dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk 
mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam 
mengeluarkan sesuatru produk hukum guna menjawab persoalan-
persoalan yang terjadi.
9
 Sedangkan tujuan istinbath hukum itu sendiri 
adalah untuk menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf 
dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.
10
 
Pembahasan mengenai istinbath tidak akan bisa terlepas dari 
pembahasan sumber-sumber hukumnya yang merupakan dasar hukum 
                                                          
9
 Abdul Fatah Idris, Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim, Semarang: 
Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5. 
10
 Ibid, hlm. 7. 
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Istilah sumber hukum biasa dipakai dalam hukum umum dengan 
pengertian “segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan, yang apabila 
dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas”. Sumber dalam bahasa arab, 
disebut masdar, bentuk jamaknya adalah masadir yang pengertiannya 
adalah asal atau permulaan sesuatu, sumber, tempat munculnya sesuatu.
12
 
Bila diperhatikan makna kebahasaan diatas, jika kata masdar 
(sumber) ditempatkan dalam lapangan hukum islam, maka ia merupakan 
“asal” yang merupakan sumber tempat munculnya hukum islam. Maka 
dalam pengertian ini, hanya al-Qur‟an dan Sunnah yang menjadi masadir 
al-ahkam. Pengertian demikian didukung oleh adanya kesepakatan 
pendapat dikalangan para ulama bahwa Allah adalah sebagai Syar‟i 
(pencipta syari‟at) atau Hakim (pencipta hukum) satu-satunya. 
Para ulama ushul fiqh membagi sumber hukum menjadi masadir 
al-ahkam al-muttafaq „alaiha (sumber-sumber hukum yang disepakati) 
yang meliputi al-Qur‟an, Sunnah, Ijma‟, Qiyas dan masadir al-ahkam al-
mukhtalaf „alaiha (sumber-sumber hukum yang tidak disepakati) yang 
meliputi istihsan, istishab, istislah, „urf, sad az-zari‟ah, dan syar man 
qablana. 
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 Fathi ad-Daraini, al- Minhaj al-Usuliyyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra‟y fi at-Tasyri  
al-Islami (Damaskus: Dar al-Kitab al-„Arabi, 1395 H/1975 M), I: 19.   
12






Semua ayat al-Qur‟an bersifat Qat‟iyat as-Subut, artinya bukti 
kebenarannya sudah positif, tidak bisa diragukan. Tapi dalalah 
maknanya (penunjukan maknanya) kadang-kadang Qat‟i dan kadang-
kadang zanni (masih belum jelas).
13
 Oleh karena itu, tafsir al-Qur‟an 
yang terbaik adalah al-Qur‟an sendiri, kemudian sunnah (hadist) 
nabawiyyah dan penjelasan-penjelasan lain yang ada dalam asbab an-
nuzul
14
. Ilmu asbab an-nuzul ini sangat membantu dalam menafsirkan 
ayat al-Qur‟an untuk menunjukkan dan menyingkapkan hubungan 
antara teks dengan realitas dan sebagai bekal untuk bisa memandang 
(turunnya) teks sebagai respon atas realitas, baik dengan cara 
menguatkan ataupun menolak, dan menegaskan hubungan dialogis 
dan dialektik antara teks dengan realitas masa turunnya wahyu.
15
 
Selain itu juga ayat al-Qur‟an dapat dipahami dan diketahui hukum-
hukumnya secara sempurna  dengan cara mengetahui adat kebiasaan 
bangsa arab dan sekitarnya ketika al-Qur‟an diturunkan.16 Al-Qur‟an 
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 Syarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), 
hlm.    52. 
14
 Ibid. hlm. 53.  
15
 Nasr Hamid Abu Zaid, Tekstualitas al-Qur‟an; kritik terhadap Ulumul 
Qur‟an, alih bahasa:Khoiron Nahdliyyin, (Yogyakarta:Lkis, 2002), hlm. 115. 
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 Syarmun Syukur. Op. Cit. Hlm. 55. 
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Sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi 
Muhammad SAW,
18
 dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa 
sunnah nabi bisa berbentuk berupa sunnah qaulliyah, yaitu hadits-
hadits rasulullah saw yang beliau katakan dengan berbagi tujuan dan 
konteks. Sunnah Fi‟liyyah, yaitu perbuatan-perbuatan rasulullah saw, 
dan sunnah taqririyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat 




Kedudukan as-Sunnah sebagi hujjah dan referensi bagi istinbat 
hukum syara‟ berada pada urutan kedua setelah al-Qur‟an, karena 
sebenarnya al-Quran merupakan sumber pokok dalam pembentukan 
hukum islam. Maka apabila al-Qur‟an tidak menyebutkan nash 




Ijma‟ adalah Kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat nabi 
Muhammad saw setelah beliau wafat, pada suatu masa atas suatu 
hukum syara‟. Mayoritas umat islam sepakat untuk menjadikan ijma‟ 
sebagai hujjah syar‟iyyah yang wajib diamalkan oleh setiap muslim, 
kecuali kelompok syi‟ah, khawarij dan mu‟tazilah.21 
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 Muhammad Abu  Zahrah, Ushul Fiqh, (Dar al-Fikr, ttp, tt). Hlm. 105. 
19
 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, Cet ke-1, 
1994,, hlm. 45. 
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 Ibid,. Hlm. 45. 
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 Saifuddin Abi Hasan „Ali bin „Ali bin Muhammad al-Amidi, al-Ahkam fi 




Qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash 
hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam 
hukum yang ada nashnya, karena persamaan dalam „illat hukumnya.22 
5. Istihsan 
Istihsan adalah Berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas 
yang jali (nyata) kepada tuntunan qiyas yang khafi (samar), atau dari 
hukum kulli (umum) kepada hukum istisna‟i (pengecualian) ada dalil 





Istishhab adalah Menetapkan suatu hukum berdasarkan keadaan 




7. Istishlah  
Istishlah adalah Suatu kemaslahatan dimana syar‟i tidak 
mensyari‟atkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan 
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 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh.., Op. Cit, hlm. 52. 
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 Ibid  
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 Ibid. Hlm. 91 
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„Urf  adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan 




Kemudian metode yang dilakukan Syamsuddin as-Sarakhsi dalam 
penetapan suatu hukum, beliau menjelaskannya dalam kitab Ushul al-
Sarakhsi sebagai berikut: 
ىث ىهعا ٌأت لٕصلاا ًف حدسنا حٍعزشنا حثلاث :باركنا ،حُظنأ ،عاًخلاأ 
مصلاأ عتازنا ْٕٔ صاٍقنا ْٕ ىُعًنا ظثُرظًنا ٍي ِذْ لٕصلاا 
حثلاثنا.27 
 
“Ketahuilah bahwa asal-asal dalam hujjah as-Syar‟iyah ada 3, yaitu: Al-
Qur‟an, hadits, dan ijma‟ dan asal yang ke-4 yaitu qiyas adalah makna 
yang diambil dari ke-3 asal tersebut.” 
 
Jadi berdasarkan keterangan diatas, metode istinbath yang digunakan 
Syamsuddin as-Sarakhsi meliputi: 
1. Al-Qur‟an  
2. Hadits atau Sunnah  
3. Ijma‟ 
4. Qiyas, menurut bahasa adalah mengukur, memberi batas. Sedangkan 
menurut istilah adalah menhubungkan hukum sesuatu pekerjaan 
kepada yang lain karena kedua pekerjaan itu sebabnya sama yang 
menyebabkan hukumnya juga sama. Menurut ulama ushul, qiyas 
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Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, Ushul as-Sarakhsi, 
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berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada 
kejadian lain yang ada nash.
28
 
Dalam menentukan qiyas harus memenuhi rukun-rukun sebagai 
berikut: 
a. Kasus asal atau „Asl, yang ketentuannya telah ditetapkan dalam 
nash, dan analogi berusaha memperluas ketentuan itu kepada 
kasus baru. 
b. Kasus baru (far‟), sasaran penerapan ketentuan asal. 
c. Kausa (illat), yang merupakan sifat (wash) dari kasus asal dan 
ditemukan sama dengan kasus baru. 
d. Ketentuan (hukm), kasus asal yang diperluas kepada kasus baru.29  
C. Pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang Pernikahan Orang Yang 
Sedang Ihram 
Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis 
manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW pernikahan 
ditradisikan menjadi sunah beliau.
30
 Oleh karena itu, pernikahan yang sarat 
nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan rahmah, maka perlu diatur dengan syarat dan 
rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Di 
antara rukun nikah tersebut adalah, adanya calon kedua mempelai, adanya 
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 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa (Masdar Helmy), 
Bandung: Gema Risalah, 1996, hlm. 92. 
29
 Ibid, hlm. 106. 
30 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,1998, hlm. 70 
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saksi, adanya wali dan adanya ijab qabul, dan syarat ijab qabul tersebut 
tidak dalam sedang dalam keadaan ihram haji/umrah. 
Imam Syamsuddin as-Sarakhsi berpendapat bahwa pernikahan 
pada waktu ihram dibolehkan, sebagaimana mereka mengatakan 
pernikahan yang dilakukan ketika sedang Ihram adalah dibolehkan atau 
sah. 
Dan dalil yang digunakan as-Sarakhsi berpendapat demikian 
adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW : 
ٍع ٍتا صاثع ٌا ًثُنا ىهص الله ٍّهع   هطٔى جٔشذ ًٍٕي حَ ٔ ْٕ وزسي 
اذكْٔ ئر ٍع حشءاع.
31
 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. menikahi Maimunah ketika 
beliau sedang ihram, hadits tersebut juga diriwayatkan dari Aisyah 
ra.” (HR. Bukhari). 
 
Alasan yang mendasari pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi adalah 
bahwasanya arti nikah itu sendiri adalah akad bukan wath‟i/bersetubuh, 
maka karena akad bukan menjadi salah satu larangan dalam berihram, 
maka beliau mengizinkan pernikahan pada saat ihram. As-Sarakhsi 
menjelaskan dalam kitabnya al Mabsuth, sebagai berikut: 
ٌإف ذاكُنا ذقع حضٔاعي ,وزسًنأ زٍغ عًُٕي ٍع جزشاثي خاضٔاعًنا 
ءازشناك ِٕسَٔ .ٕنٔ معخ ذقع ركُنا حنشًُت اي ْٕ دٕصقًنا ّت – ْٕٔ 
ءطٕنا – ٌاكن ِزٍثأذ ًف بادٌإ ءاشدنا ٔأ داظفإ واززلاا ّت لا ًف ٌلاطت 
ذقع ذاكُنا.32  
“Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak 
dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang 
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 Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 5, 
Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992, hlm. 452. 
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serupa dengannya. Andaikata menjadikan maksud dari akad nikah 
sebagaimana tujuan awal yaitu wath‟i maka implikasinya wajib 
membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad 
nikah.”  
 
 Dalam kitab al Fiqh „ala Madzahib al Arba‟ah karangan Abdur 
Rahman al-Jaziri juga disebutkan arti nikah menurut Hanafiyah adalah 
akad bukan wath‟i, hal ini karena disandarkannya kata nikah kepada 
perempuan itu merupakan qorinah (tanda-tanda) akan hal itu (akad), 
karena wath‟i itu pekerjaan sedangkan perempuan tidak untuk dikerjai. 
Jadi walaupun akadnya dibolehkan, Imam Hanafi tetap melarang wath‟i 
bagi orang yang sedang ihram, sebagimana dijelaskan dalam buku fiqih 
lima mazhab karya Muhammad Jawad: “Ulama mazhab (Hanafi, Maliki, 
Syafi‟i, Hanbali) sepakat bahwa orang yang ihram tidak boleh bersetubuh 
dengan istrinya, ataupan menikmati istrinya dengan bentuk kenikmatan 
(istimta‟) apa pun.”33 
D. Metode Istinbath Hukum Syamsuddin  as-Sarakhsi Tentang 
Pernikahan Orang Yang Sedang Ihram 
Adapun metode istinbath Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang 
pernikahan orang yang sedang ihram, yaitu menggunakan: 
1. Hadits  
 Hadits Nabi Saw dari Ibnu Abbas: 
                                                          
33




ٍع ثٌذز ٍتا صاثع ىضر الله آًُع َّا لاق جٔشذ لٕطر الله ىهص 
الله ٍّهع ىهطٔ حًٍَٕي ْٕٔ زسي( .ّخزخأ يراخثنا ًف :بارك ءاشخ 
ذٍ  صنا :بات جٔشذ وزسًنا.)34 
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, Nabi saw. menikahi 
Maimunah ketika beliau sedang berihram. (Disebutkan oleh al-Bukhari 
pada kitab Hukuman Berburu, Bab menikahkan orang yang 
berihram).” 
 
Dalam riwayat Atha‟, dari ibnu Abbas, sebagaimana dikutip An-
Nasa‟i: 




Artinya: “Nabi SAW menikahi Maimunah dan beliau sedang berihram. 
Dia menyerahkan urusannya kepada al-Abbas, lalu al-Abbas 
menikahinya kepada beliau.” 
Kemudian hadits dari Jabir bin Zaid juga mengungkapkan, sebagai 
berikut: 
ٍع   زتاخ ٍت ذٌس لاق :اَأثَأ ٍتا صاثع ًضر الله آًُع جٔشذ ًثُنا 
ىهص الله ٍّهع ْٕٔ وزسي.36  
Artinya: “Dari Jabir bin Zaid, dia berkata, “Ibnu Abbas ra 
memberitahukan kepada kami, Nabi SAW menikah dan beliau sedang 
ihram. 
 
Dalam kitab al-Mabsuth as-Sarakhsi menjelaskan, 
اُردزٔ ثٌذز ٍتا صاثع ًضر الله آًُع  {ٌأ ًثُنا ىهص الله ٍّهع ىهطٔ 
جٔشذ حًٍَٕي ًضر الله آُع ، ْٕٔ وزسي  }، اذكْٔ ئر ٍع ئاعحش 
ًضر الله آُع دفهرخأ خاٌأزنا ًف ثٌذز ًتأ عفار لاق ًف ضعت 
خاٌأزنا  {آخٔشذ لٕطر الله ىهص الله ٍّهع ىهطٔ ، ْٕٔ للاز  }، ًفٔ 
آضعت  {آخٔشذ ، ْٕٔ وزسي ىُتٔ آت ، ْٕٔ للاز دُكٔ اَأ زٍفظنا 
اًٍف آًٍُت  }ٍٍثرٌٔ اذٓت ثٌذسنا ٌأ دازًنا ٍي ثٌذز ٌاًثع ًضر الله 
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“Hujjah kami adalah hadits Ibnu Abbas ra. “Sesungguhnya Nabi 
Muhammad saw. menikahi Maimunah ra. Sedang Beliau ihram” redaksi 
ini diriwayatkan dari A‟isyah ra. Dan berbeda-beda dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Rafi‟ dalam sebagian riwayat beliau berkata 
“Rasulullah saw. menikahi Maimunah sedangkan beliau halal (tidak 
dalam keadaan ihram), dan dalam sebagian lainnya “Nabi menikahinya 
dalam keadaan ihram dan menggaulinya dalam keadaan halal, dan saya 
melakukan perjalanan diantara mereka berdua. Dan menjadi jelas dengan 
hadits ini bahwa yang dimaksud dari hadits Utsman r.a adalah wath‟i 
bukan akad, karena nikah secara hakikat untuk wath‟i. dan jika secara 
majas isti‟aroh untuk akad.”   
 
2. Qiyas  
Beliau juga menggunakan Qiyas dalam menghalalkan pernikahan 
orang yang sedang ihram, yaitu Syamsuddin as-Sarakhsi mengqiyaskan 
pernikahan pada saat ihram dengan akad jual beli pada saat ihram, 
sebagaimana beliau mengungkapkan pendapatnya dalam kitab al-Mabsuth, 
sebagai berikut: 
ٌإف ذاكُنا ذقع حضٔاعي ,وزسًنأ زٍغ عًُٕي ٍع جزشاثي خاضٔاعًنا 
ءازشناك ِٕسَٔ .ٕنٔ معخ ذقع ركُنا حنشًُت اي ْٕ دٕصقًنا ّت – ْٕٔ 
ءطٕنا – ٌاكن ِزٍثأذ ًف بادٌإ ءاشدنا ٔأ داظفإ واززلاا ّت لا ًف ٌلاطت 
ذقع ذاكُنا.38 
“Nikah merupakan akad tukar menukar, dan orang yang ihram tidak 
dilarang untuk melakukan akad tukar-menukar seperti jual beli dan yang 
serupa dengannya. Andaikata menjadikan maksud dari akad nikah 
sebagaimana tujuan awal yaitu wath‟i maka implikasinya wajib 
membayar denda atau batalnya ihram, bukan batalnya/rusaknya akad 
nikah.”  
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Selanjutnya Syamsuddin as-Sarakhsi juga menjelaskan: 
ٌأ ذعت واززلإا ىقثٌ ذاكُنا ٍُّت ٍٍتٔ ّذأزيا اسٍسص .ٕنٔ ٌاك ذقع 
واززلإا ًفاٌُ ءاذرتا ذاكُنا ٌاكن اٍفاُي ءاقثهن آظدًرك حيزسنأ ةثظت 
عاضزنا .اًنٔ ىن ًفاٌُ ءاقت ،ذاكُنا كنذكف رتلإاءاذ ....مٍنذنأ ٍّهع َّا ٕن 
آعخار ْٕٔ وزسي ٌاك اسٍسص قافذلإات.39  
" Bahwasanya setelah ihram akad nikah yang sudah ada antara suami dan 
istri tidak rusak (masih sah), andai saja akad ihram 
menafikan/meniadakan permulaan nikah maka juga menafikan kekekalan 
nikah seperti menjadi majusinya istri dan diharamkannya disebabkan 
sepersusuan. Dan ketika akad ihram tidak menafikan kelestarian nikah 
maka demikian juga permulaan nikah. Dalilnya adalah bahwasanya rujuk 
bagi orang yang sedang ihram sah-sah saja menurut kesepakatan ulama.” 
 
ىث ًعفاشنا ًّزر الله ىناعذ :عًٌُ وزسًنا ٍي حٌٔشذ ،ّرٍنٔ ضٍنٔ ىف اذْ 
قزطذ وزسًنا ًنا حزاثرطا ،ءطٕنا اُفزعف ٍع ّيلاك ٍي ثٍز ىُعًنا 
فٍعض ،اذخ اللهٔ ىهعا.
40
 
“Imam Syafi‟i melarang muhrim menjadi wali, padahal tujuan muhrim 
menjadi wali nikah bukan untuk diperbolehkannya wath‟i. Maka dapat 
diketahui bahwasanya pendapat Syafi‟i tersebut lemah, wallahu „alam.”  
Jadi berdasarkan keterangan di atas, as-Sarakhsi menyamakan 
antara jual beli dan nikah pada saat ihram karena sama-sama akad 
mu‟awadlah. 
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A. Analisis Pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi Tentang 
pernikahan orang yang sedang ihram 
Setelah pada bab sebelumnya penulis menguraikan tentang 
Pandangan imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang 
sedang ihram, maka pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat 
Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang sedang 
ihram. 
Untuk menganalisis pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi , ada 
baiknya lebih dahulu mengungkapkan kembali secara selintas pandangan 
mazhab lain. Dengan cara ini, penulis kira akan mengkomparasikan 
tentang perbedaan dan persamaannya sehingga bisa ditarik garis yang jelas 
pendapat Imam Syamsuddin as-Sarakhsi ketika dihadapkan oleh persoalan 
tentang sah atau tidaknya pernikahan orang yang sedang ihram. 
Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis 
manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi SAW pernikahan ditradisikan 
menjadi sunah beliau.
1
 Oleh karena itu, pernikahan yang sarat nilai dan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
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mawaddah dan rahmah, maka perlu diatur dengan syarat dan rukun 
tertentu agar tujuan disyariatkannya pernikahan dapat tercapai. Di antara 
rukun nikah tersebut adalah, adanya calon kedua mempelai, adanya saksi, 
adanya wali dan adanya ijab qabul, dan syarat ijab qabul tersebut tidak 
sedang dalam keadaan ihram haji/umrah.
2
 
Sebagaimana dijelaskan dalam bab pendahuluan bahwa dalam 
permasalahannya hukum akad nikah (nikah) sewaktu ihram ini para ulama 
fiqih berselisih pendapat, ada yang tidak membolehkan dan ada yang 
membolehkannya. Beda pendapat ini disebabkan oleh terdapatnya 
bermacam-macam hadits yang berkenaan dengan pernikahan pada waktu 
ihram tersebut. 
Menurut Jumhur ulama seperti Imam Malik, Syafi‟i, dan Ahmad 
bin Hanbal, adalah haram hukumnya untuk melakukan pernikahan pada 
waktu ihram, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang berihram 
tidak boleh melakukan akad nikah. Apabila seseorang melakukannya maka 
nikahnya dianggap batal (tidak sah). Jumhur Ulama berpendapat demikian 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Utsman r.a. dimana disebutkan 
bahwa orang yang sedang ihram itu tidak dibolehkan untuk menikah dan 
menikahkan.  
Sedangkan menurut Imam Syamsuddin as-Sarakhsi seorang ulama 
yang bermazhab Imam Hanafi berbeda dengan pendapat Jumhur ulama, 
Imam Syamsuddin as-Sarakhsi dalam kitab al-Mabsuth berpendapat 
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bahwa pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram laki-laki atau 
perempuan dianggap sah, pernikahan yang dimaksud disini adalah akad 
(ijab qabul) bukan wath‟i, mereka berpendapat demikian adalah 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dimana di 
dalam hadits itu disebutkan bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah pada 
waktu ihram. 
Tetapi jumhur ulama menolak hadits yang dijadikan dasar oleh 
Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tersebut, dengan alasan hadits tersebut 
bertentangan dengan hadits-hadits lain, di antaranya sebagai berikut: 
Pertama hadits yang diriwayatkan oleh Yazid bin Al-Asham dari 
Maimunah r.a.: 
ٍػٔ ذٚضٚ ٍب ىصلأا ٍػ تًَٕٛي ,ٌأ ٙبُنا ٗهص الله ّٛهػ ىهعٔ آجٔضح 
لالاد ُٗبٔ آب لالاد .جحائ فشغب ,اْاَُفذف ٗف ّتهضنا َٗخنا ُٗب آب 
آٛف .ِأس ذًدأ ٖزيشخنأ3  
 
Artinya: “Dan dari Yazid bin al-Asham, dari Maimunah: sesungguhnya 
Nabi SAW. kawin dengan Maimunah ketika dalam keadaan halal dan 
berumah tangga dengan dia pun ketika dia dalam keadaan halal, dan 
Maimunah meninggal dunia di Sarif, lalu Nabi menguburnya di waktu 
gelap di tempat ia berumah tangga dengannya itu. (HR. Ahmad dan 
Tirmidzi). 
 
Kedua hadits yang diriwayatkan dari Abu Rafi. 
 
ٍػ ٙبأ غفاس لاق ج ّٔ ضح لٕعس الله ٗهص الله ّٛهػ ٔ ىهع تًَٕٛي ْٕٔ 
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Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam 
keadaan halal dan berumah tangga dengannya pun dalam keadaan halal, 
dan aku ketika itu adalah menjadi perantara antara keduanya. (HR. 
Ahmad dan Tirmidzi). 
 
 
Jumhur ulama berpendapat bahwa akad dibagi ke dalam akad yang 
sah dan ke dalam akad yang tidak sah atau fasid atau batal. Suatu akad 
dikatakan sah apabila terpenuhi unsur-unsurnya/rukun dan cukup 
syaratnya serta diharapkan pahalanya di akhirat. Sedangkan apabila ada 
kekurangan di dalam rukun dan atau syaratnya disebut tidak sah atau 
batal.
5
 Alasan jumhur ulama membagi akad kepada dua bagian tersebut 
adalah bahwa “setiap larangan menghalangi adanya pengaruh akad, 
sedangkan kekurangannya (tidak adanya) syarat yang diperintahkan Allah 
SWT adalah juga menghalangi adanya pengaruh akad tadi”. Sebab setiap 
akad di mana terdapat larangan Allah SWT adalah perbuatan maksiat 
kepada Allah SWT otomatis tidak mempunyai pengaruh apa-apa karena 
telah keluar dari ketentuan-ketentuan (syariat) Allah.
6
 
Sah, rusak dan batal merupakan sifat-sifat yang ada dalam hukum 
syara‟, baik itu hukum taklifi maupun hukum wadh‟i. Oleh karena itu 
pernikahan yang termasuk dalam hukum wadh‟i misalnya dituntut 
keabsahannya di mana melaksanakannya merupakan suatu kewajiban 
ketika telah ditemukan (ada) sebab serta syarat yang telah terpenuhi. Nikah 
menjadi tidak sah jika syarat – syarat tidak terpenuhi, dan karenanya 
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kewajiban mengerjakan belum gugur, sebab yang sah akan mengakibatkan 
timbulnya efek hukum, begitu juga syarat yang sah akan menjadikan 
sempurnanya sebab atau hukum.
7
 
Dari penjelasan yang telah penulis kemukakan pada pengertian sah 
dan tidak sah/batal di atas, maka jelaslah bahwa akad nikah yang 
dilakukan pada saat ihram itu hukumnya tidak sah/batal. Dengan alasan 
bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat nikah yaitu 
bahwa orang yang terkait dengan akad tersebut tidak dalam keadaan ihram 
haji/umrah. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis sependapat dengan pendapat 
jumhur ulama (Maliki, Syafi‟i, Hanbali) yang mengungkapkan bahwa 
seorang yang sedang ihram dilarang untuk melakukan akad nikah, 
menikahkan maupun meminang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 
orang lain. Dengan alasan bahwa di samping dasar hukum yang digunakan 
adalah hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan r.a. yang 
merupakan hadits shahih, juga bahwa pernikahan tersebut merupakan 
pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan dengan adanya 
larangan tersebut, maka pernikahannya menjadi rusak atau batal, hal ini 
sesuai dengan kaidah ushul sebagai berikut: 
ُٙٓنا لذٚ ٙهػ ًُٙٓناداغف ُّػ اقهطي ٌاكارا ُٙٓنا ٍٛؼن مؼفنا ٔا ّئضجن 
فصٕنٔا وصلاي.8  
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Artinya: “Larangan menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang, 
sama sekali, jika larangan tersebut ditujukan kepada kerangka perbuatan 




Di sisi lain, bahwa pernikahan tersebut tidak sesuai dengan 
ketentuan syariat, dalam arti pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-
syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa syarat ijab qabul tersebut tidak 
sedang dalam ihram. Di mana jumhur ulama mengatakan bahwa suatu 
pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka pernikahan 
tersebut dianggap batal atau tidak sah. Dan alasan lainnya bahwa 
pernikahan tersebut merupakan suatu pernikahan yang dilarang dalam 
agama Islam.  
Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 54 juga menerangkan 
bahwa: 
1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh 
melangsungkan perkawinan dan tidak juga boleh bertindak sebagai 
wali nikah; 
2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya 
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Demikian analisis penulis tentang pendapat Imam Syamsuddin as-
Syarkhosi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, pendapat as-
Sarakhsi ini sebenarnya tidak membolehkan pernikahan itu secara mutlak 
boleh dilakukan, karena beliau hanya membolehkan pernikahan itu 
dilakukan hanya sebatas akad sebagaimana mazhab Hanafi yang 
berpegang kepada makna nikah adalah akad. Sementara implikasi dari 
sebuah pernikahan adalah jima‟, menurut as-Sarakhsi pada saat ihram 
jima‟ tidak boleh dilakukan dan akadnya tetap sah. 
B. Analisis Istinbath Hukum Imam Syamsuddin as-Sarakhsi tentang 
Pernikahan Orang yang Sedang Ihram 
Pernikahan merupakan suatu akad atau perikatan untuk 
menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang penuh rasa ketentraman 
serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. 
Setiap yang ada hubungannya dengan segala sesuatu yang 
mengatur kehidupan yang ada di alam ini, dalam mewujudkan 
kesejahteraan, ketentraman dan kebahagiaan umum, terutama menyangkut 
hubungan dengan Allah dan dengan hubungan sesama  manusia, dalam hal 
ini tentang pernikahan pada waktu ihram. Sementara hukum pernikahan 
tersebut di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat, maka  harus 
diteliti dengan seksama dan dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama 
di samping kepentingan individu. 
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Dari situ penulis akan mencoba menganalisis istinbath hukum yang 
digunakan oleh Imam Syamsuddin as-Sarakhsi dalam masalah pernikahan 
pada waktu ihram. Imam Syamsuddin as-Sarakhsi mengunakan pendapat 
dari mazhab imam hanafi sebagaimana imam hanafi dalam membina 
mazhabnya menjadikan dirinya sebagai seorang  yang mempunyai 
kekuatan berpikir yang hebat, dengan kata lain tidak mengistimewakan 
dirinya walaupun sebenarnya beliau adalah seorang yang selalu bergelut 
dengan ilmu. 
Metode Istinbath yang digunakan Syamsuddin as-Sarakhsi dalam 
hal ini adalah menggunakan hadits dan qiyas, 
a. Hadits 
Dalil yang dipakai oleh Imam Syamsuddin as-Sarakhsi dalam 
masalah kebolehan pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram 
adalah menggunakan hadits Rasulullah SAW, yaitu Hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, 
ٍػ ٍبا طابػ ٌا ٙبُنا ٗهص الله ّٛهػ ىهعٔ جٔضح ًٕٛي تَ ٔ ْٕ وشذي 
ازكْٔ ٘ٔس ٍػ تشءاػ.  
 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Nabi saw. menikahi Maimunah ketika 
beliau sedang ihram, hadits tersebut juga diriwayatkan dari Aisyah ra. 
 
Hadits Ibnu Abbas diatas disebutkan dalam kitab Shahih Al 
Bukhari diriwayatkan dari Jabir bin Zaid. Selain hadits Ibnu Abbas yang 
mengindikasikan hal itu, Imam Bukhari tidak mengutip riwayat yang 
melarangnya. Tampaknya hadits ini tidak sahih menurut kriterianya. Dia 
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meriwayatkan hadits di bab ini dari Malik bin Ismail, dari Ibnu Uyainah, 
dari Amr, dari Jabir bin Zaid. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar, 
sedangkan Jabir bin Zaid adalah Abu Asy-Sya‟tsa.10 
جٔضح ٙبُنا ٗهص الله ّٛهػ ىهعٔ ْٕٔ وشذي  (Nabi SAW menikah dan 
beliau sedang berihram). Pada bagian akhir pembahasan tentang haji 
disebutkan dari al Auza‟i, dari Atha‟, dari Ibnu Abbas, حجٔض تًَٕٛي ْٕٔ 
وشذي (beliau menikahi Maimunah sementara beliau sedang berihram). 
Dalam riwayat Atha‟ dari Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip an-Nasa‟i, 
جٔضح ٙبُنا ٗهص الله ّٛهػ ىهعٔ تًَٕٛي ْٕٔ وشذي جهؼج اْشيأ ٗنإ طابؼنا 
آذكَأف ِاٚإ  (Nabi SAW menikahi Maimunah dan beliau sedang berihram. 
Dia menyerahkan urusannya kepada al-Abbas, lalu al-Abbas menikahinya 
kepada beliau). Telah disebutkan pula pada pembahasan umrah al-Qadha‟ 
dari Ikrimah –sama seperti lafazh al Auza‟i- disertai tambahan,  ُٗبٔ آب 
ْٙٔ للاد حائج فشغب  (beliau berkumpul dengannya dan dia halal [tidak 
melakukan ihram], lalu dia meninggal di Sarif).
11
 
Al Atsram berkata, aku berkata kepada Ahmad,“Sesungguhnya 
Abu Tsaur berkata,„Apa lagi alasan untuk menolak hadits Ibnu Abbas?‟ 
yakni setelah terbukti akurat. Beliau berkata,„Hanya Allah tempat 
memohon perlindungan. Ibnu al Musayyab berkata: Ibnu Abbas telah 
keliru, sebab Maimunah berkata,“Nabi SAW menikahiku di saat beliau 
                                                          
10
 Fathul Barii...Op, Cit. hlm. 217. 
11
 Ibid, hlm. 218. 
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halal (tidak ihram). Dalam pembahasan sebelumnya juga sudah dijelaskan 
bahwa hadits Ibnu Abbas ini bertentangan dengan hadits Utsman, لا خكُٚ 
وشذًنا لأ خكُٚ  (orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh 
dinikahkan). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Namun, mungkin ia 




Ibnu Abdul Barr berkata,“Terjadi perbedaan atsar berkenaan 
dengan hukum ini, tetapi riwayat yang mengatakan Nabi SAW 
menikahinhya disaat beliau halal (tidak berihram) dinukil melalui 
sejumlah jalur. Sedangkan hadits Ibnu Abbas shahih dari segi sanad. 
Namun kekeliruan pada satu orang lebih rawan dibanding kekeliruan pada 
sejumlah orang. Minimal posisi kedua hadits ini adalah bertentangan, 
maka harus dicari penengah dari selain keduanya. 
Adapun hadits Ibnu Abbas adalah kejadian yang bersifat individual 
sehingga mengandung sejumlah kemungkinan. Diantaranya bahwa Ibnu 
Abbas berpendapat siapa yang sudah mengalungi hewan kurban maka 
dianggap telah berihram. Sebagaimana hal ini dipaparkan pada 
pembahasan tentang haji. Sementara Nabi SAW mengalungi hewan 
kurbannya ketika umrah dimana beliau menikahi Maimunah. Maka 
perkataannya,“Beliau menikahinya disaat beliau berihram”, yakni Nabi 
SAW melakukan akad dengan Maimunah setelah mengalungi hewan 
kurbannya, meski pun belum masuk pada ritual ihram. Saat itu Nabi SAW 
                                                          
12
 Ibid  
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mengirim Abu Rafi untuk meminang Maimunah, lalu dia menyerahkan 




At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, meriwayatkan 
dalam kitab shahih masing-masing, dari Mathr al Warraq, dari Rabi‟ah bin 
Abi Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Rafi‟, أٌ بُناٙ ٗهص 
الله ّٛهػ ىهعٔ جٔضح تًَٕٛي ْٕٔ للاد ُٗبٔ آب ْٕٔ للاد ,جُكٔ ٌأ لٕعشنا 
آًُٛب  (Seungguhnya Nabi SAW menikahi Maimunah saat beliau halal 
[tidak berihram] dan berkumpul dengannya disaat beliau halal [tidak 
berihram], dan aku adalah perantara diantara keduanya). At-Tirmidzi 
berkata, “Kami tidak mengetahui seorang pun yang menukil dengan sanad 
lengkap selain Hammad bin Zaid dari Mathr. Adapun Malik 
meriwayatkannya dari Rabi‟ah dengan jalur mursal.14 
Dr. Taqiyuddin an Nadawi dalam kitabnya at Ta‟liq al Mumajjad 
ala Muwatha‟ al Imam Muhammad15 juga menjelaskan tentang penolakan 
terhadap pendapat mereka yang membolehkan nikah bagi orang yang 
sedang ihram dengan pembahasan sebagai berikut: 
a. Bahwasanya Maimunah yang merupakan pelaku sejarah 
meriwayatkan“Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Menikahinya 
sedangkan beliau dalam keadaan halal (bukan muhrim).  
                                                          
13
 Ibid, hlm. 219. 
14
 Ibid  
15
 Taqiyuddin an Nadawi, at Ta‟liq al Mumajjad ala Muwatha‟ al Imam 
Muhammad, Damaskus: Dar al Qalam, 1991, Juz 2, hlm. 290. 
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b. Andaikata Ibnu Abbas yang merupakan keponakan Mamunah 
dirajahkan (diunggulkan), maka demikian juga Yazid bin al „Asham 
yang juga keponakannya, sedangkan Yazid meriwayatkan bahwa Nabi 
Muhammad SAW. Menikahinya dalam keadaan halal (bukan muhrim). 
Dan Ibnu Abbas walaupun lebih „alim dan lebih utama dari Yazid, 
akan tetapi keduanya setingkat sebagai kerabat. Serta riwayat Yazid 
diriwayatkan oleh Thahawi dan yang lain. 
c. Abu Rafi‟ yang merupakan budak yang dimerdekakan oleh Rasuullah 
SAW., menceritakan bahwa “Beliau menikahi Maimunah sedangkan 
Beliau halal, dalam hal ini Abu Rafi‟ menjadi utusan antara 
pernikahan Nabi saw dengan Maimunah.  
d. Abu Dawud menyandarkan kepada Sa‟id bin al Musayyab bahwa Ibnu 
Abbas salah paham tentang Nabi Muhammad SAW menikahi 
Maimunah dalam keadaan ihram. 
e. Tidak diragukan lagi bahwa pernikahan Mimunah adalah dalam umrah 
Qadla‟, hanya saja yang diperdebatkan adalah apakah pernikahan 
Beliau ketika datang ke Makkah yang artinya dalam keadaan ihram, 
ataupun ketika pulang dari Makkah yang artinya setelah ihram (halal). 
Sedangkan Ibnu Abbas padda saat itu masih kecil belum sampai pada 
usia muda (ar-rijal), maka tidak dipertimbangkan kesalah pahaman 
dan sedikit hafalan Beliau tentang kejadian ini karena masih kecil, dan 
itu tidak mengurangi Sya‟n (keadaan yang berkaitan dengan kualitas 
periwayatan hadits) beliau, akan tetapi sekedar penjelasan untuk 
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menolak anggapan kemustahilan kesalahan beliau, lebih-lebih ketika 
berlainan dengan Abu Rafi‟ dan Maimunah. 
f. Berdasarkan hipotesis kesahihan riwayat Ibnu Abbas, memungkinkan 
bahwa makna ucapan beliau “muhrim” adalah masuk di tanah haram, 
karena kata “muhrim” dalam „urf  mereka juga digunakan untuk makna 
“masuk di tanah haram”. Dan tentang ini ada pertimbangan. 
Sebagaimana syahid hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori “Nabi 
Muhammad menikahi Maimunah sedangkan beliau “muhrim” (berada 
di tanah haram) dan Beliau menggaulinya ketika dalam keadaan halal. 
g. Terkadang kata “muhrim” bermakna masuk bulan haram maka 
mungkin saja makna itu yang dimaksud dalam hadits ini. Ini juga patut 
dipertimbangkan melihat pada perbandingan halal. 
h. Ditetapkan dalam ilmu ushl bahwa hadit qauli didahulukan daripada 
hadits fi‟li. Pengikut madzhab kami (madzhab Hanafi) juga 
menggunakan kaidah ini dalam beberapa tempat. Maka setelah 
tetapnya riwayat Ibnu Abbas, kekuatan serta tarjihnya atas riwayat 
lain, dan makna muhrim di sini bermakna orang yang sedang ihram, 
dikatakan itu adalah kisah tindakan Rasulullah SAW. serta kisah 
tindakan Nabi Muhammad bukanlah hal yang umum (perilaku khusus 
bagi Nabi Muhammad SAW). Maka hadits qauli (hadits dari Utsman 
tentang larangan menikah dan menikahkan bagi orang yang sedang 
ihram) didahulukan atas hadits fi‟li tersebut. 
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b. Qiyas  
As-Sarakhsi juga menggunakan metode Qiyas yaitu dengan 
menyamakan akad pernikahan orang yang sedang ihram dengan akad-
akad lainnya seperti akad jual beli dan yang lainnya. Kemudian 
impelementasinya dalam rukun-rukun qiyas (asl, far‟u, ilat) adalah 
sebagai berikut: 
1) Asal 
Akad jual beli pada saat ihram diperbolehkan (sah), sebagaimana 
hadits berikut: 
ُٙثذد ذًذي ٍب ةساًػ ،٘ذعلأا لاق :اُثذد ذٛبػ الله ٍب ،ٗعٕي لاق :
اَشبخأ ٕبأ ،ٗهٛن ٍػ بةذٚش ٙف ّنٕق كسابح ٗناؼحٔ ":ظٛن ىكٛهػ حاُج 
ٌأ إغخبح لاضف ٍي ىكبس"، لاق :ارإ ىخُك ،ٍٛيشذي ٌأ إؼٛبح 
أشخشحٔ.16  
“Menceritakan kepadaku Muhammad bin Imarah al-Asadiy, dia 
berkata: menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Musa, dia berkata: 
menceritakan padaku Abu Laily dari Baridah dalam firman Allah 
Ta’ala: “„Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari tuhanmu”, Dia berkata: jika kalian berihram 
berjual belilah.” 
2) Far‟u:  Akad nikah orang yang sedang ihram 
3) Ilat: sama-sama akad. 
                                                          
16




Dalam jual beli dan akad nikah keduanya memiliki ilat yang sama 
yaitu akad, yang dimaksud nikah disini bukan wath‟inya tetapi 
akadnya. 
Qiyas ini dapat diterima karena sudah memenuhi syarat rukun 
qiyas baik dalam asal, „ilat maupun far‟nya. Sebagaimana kaidah qiyas 
dalam ilmu ushul fiqh sebagai berikut: 
ٍئ طشش عشفنا ٌأ ٌٕكٚ ابعاُي مصلأن .ٍئ طشش مصلأا ٌأ ٌٕكٚ 
باثاخ مٛنذب قفخي ّٛهػ ٍٛب ًٍٛصخنا .ٍئ طشش تهؼنا ٌأ دشطح آخنٕهؼي 
,لاف صقخُح اظفن ُٗؼيلأ. ٍئ طشش ىكذنا:ٌأ ٌٕكٚ مثي تهؼنا ٙف 
ٙفُنا ثابثلإأ ,٘أ ٙف دٕجٕنا وذؼنأ .ٌإف ثذجٔ تهؼنا ذجٔ 
ىكذنا.تهؼنأ ْٙ تبناجنا ىكذهن.17 
 
“Sebagian syarat far‟ adalah sesuai dengan asl. Dan sebagian syarat asl 
adalah keadaannya tetap dengan dalil yang disepakati diantara dua hal 
yang diperselisihkan. Sebagian syarat „ilat adalah umum akibatnya, 
maka tidak boleh kontradiksi dalam segi lafadh dan maknanya. Syarat 
hukum adalah serupa dengan „ilatnya dalam nafi dan itsbatnya artinya 
dalam ada dan tidaknya. Jika ilat ditemukan maka hukum ditemukan 
sedangkan ilat adalah yang menarik hukum.” 
 
Asl yang digunakan as Sarakhsi tidak terjadi kontradiksi yaitu 
diperbolehkannya akad jual beli bagi orang ihram, yaitu dengan firman 
Allah swt. Q. S. al-Baqarah ayat 198, 
  َظْٛ َن  ْىُكْٛ َهَػ   حَاُُج  ٌْ َأ ا ْٕ ُغَخَْبح  ًلاَْضف  ٍْ ِي  ْىُكِّبَس  
Artinya: „Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil 
perniagaan) dari tuhanmu.”18 (QS. al-Baqarah: 198) 
                                                          
17
 Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al Mahalli as-Syafi‟i, Hasyiyatu ad 
Dimyathi „ala Syarhi al Waroqoti, Beirut: al Maktabah al atsirotah, Juz 1, hlm. 149. 
18
 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 48. 
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 Far‟ yaitu nikah bagi orang ihram yang merupakan akad sesuai dengan 
asl. Serta ilat tidak kontradiksi dalam lafadz dan maknanya.  
Demikian analisa penulis tentang istinbath hukum yang digunakan 
Imam Syamsuddin as-Sarakhsi, bahwa pendapat Syamsuddin as-Sarakhsi 
tentang Pernikahan yang dilakukan pada waktu Ihram tidak kuat. karena 
Hadits yang digunakan hanya diriwayatkan dari satu jalur sahabat yaitu Ibnu 
Abbas sedangkan yang melarangnya dari tiga jalur sahabat yaitu Maimunah, 
Abi Rafi‟, Yazid bin al Asham, dan juga bertentangan dengan hadits yang 
melarang orang yang sedang ihram untuk menikah yaitu hadits yang 
diriwayatkan Utsman r.a., dan juga pada saat itu Ibnu Abbas masih belum 
dewasa. Walaupun qiyas yang digunakan as-Sarakhsi dalam membolehkan 
pernikahan orang yang sedang ihram memenuhi rukun-rukun qiyas, akan 
tetapi qiyas tersebut tidak bisa digunakan disebabkan hadits yang digunakan 
yaitu hadits dari Ibnu Abbas tidak kuat dan juga adanya hadits yang melarang 
yaitu hadits dari Utsman r.a.    
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Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dari bab I sampai bab 
IV, maka secara umum dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya 
sebagai berikut: 
1. Imam Syamsuddin as-Sarakhsi berpendapat bahwa akad (ijab qabul) 
pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram dibolehkan atau sah, 
akan tetapi beliau tetap mengharamkan jima’ pada waktu Ihram. 
Dalil yang dipakai oleh Imam Syamsuddin  as-Sarkhosi dalam masalah 
kebolehan pernikahan yang dilakukan orang yang sedang ihram adalah 
menggunakan hadits Rasulullah SAW, yaitu Hadits yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Abbas r.a. dan juga mereka menggunakan metode Qiyas yaitu 
dengan menyamakan akad pernikahan orang yang sedang ihram dengan 
akad jual beli dan akad-akad yang lainnya. Pendapat Imam Syamsuddin  
as-Sarakhsi tentang pernikahan yang dilakukan pada waktu ihram kurang 
kuat, karena hadits yang diriwayatkan oleh Maimunah yang merupakan 
pelaku sejarah bahwa nabi menikahinya dalam keadaan halal (tidak 
ihram), serta hadits yang diriwayatkan Abu Rafi’ yang merupakan utusan 
diantara Nabi dan Maimunah juga menyatakan beliau menikahi Maimunah 
dalam keadaan halal. 
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2.  Dalil yang dipakai Syamsuddin as-Sarakhsi yaitu hadits dari Ibnu Abbas 
tidak kuat, karena Ibnu Abbas pada waktu itu masih kecil (belum dewasa). 
Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Said bin al Musayyab bahwa Ibnu 
Abbas wahm (salah faham). Juga ditetapkan dalam Ilmu Ushul bahwa 
hadits qauli didahulukan daripada hadits fi’li, dalam hal ini yaitu hadits 
yang diriwayatkan oleh Utsman ra. Bahwa Nabi Saw bersabda “ لا حكني 
مرحملا لاو حكني  “. Serta hadits yang memperbolehkan nikah pada waktu 
ihram hanya dari satu jalur sahabat yaitu Ibnu Abbas sedangkan hadits 
yang melarang nikah (nikah beliau dengan Maimunah dalam keadaan 
halal) berasal dari 3 jalur sahabat (Maimunah, Abu Rafi’, Yazid bin al 
Asham).   
B. Saran-saran 
Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat dan istinbath 
hukum Imam Syamsuddin  as-Sarakhsi tentang pernikahan orang yang 
sedang ihram, penulis mempunyai beberapa saran yang dianggap perlu, di 
antaranya : 
1. Islam adalah Agama yang sangat menghargai perbedaan pendapat, 
sebagaimana sabda Nabi SAW, “Perbedaan pendapat di kalangan umatku 
adalah rahmat”. Dengan demikian bagi seorang yang menjadi pengikut 
salah satu Mazhab diharapkan tidak terlalu fanatik terhadap satu pendapat 
untuk melawan pendapat lain, tidak pula kepada Mazhab untuk melawan 
Mazhab lain, dan bukan juga terhadap seorang Imam melawan Imam yang 
lain. Kita semestinya beranggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam 
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petunjuk-Nya, berada dalam kebenaran, dan setiap mereka telah berusaha 
dengan keras untuk mendapatkan kebenaran dan mengharapkan ridhanya 
semata. 
2. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami 
masalah Ikhtilaf dikalangan ulama dan mencari jalan terbaik untuk 
dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang. 
3. Hendaknya kita selalu insaf bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat, 
maka kita sebaiknya mengembalikan kepada Al-Qur’an, dan Sunnah 
Rasulullah SAW. sebagai sumber hukum. Akan tetapi kita juga dituntut 
untuk selalu kritis dalam menerima pendapat tentang hukum, terutama 
permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. 
C. Penutup  
Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT karena dengan 
taufiq, hidayah, inayah dan kekuatan-Nya, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir dari jenjang 
pendidikan strata 1 (S1). 
Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini terutama Bapak dan Ibu serta 
semua keluarga, bapak pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan 
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